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ABSTRACT
Supervisethegovernmentastheproviderofpublicservicestocarryouttheirdutiesand

authoritiesunderapplicableregulations.Large-ScaleSocialRestrictionsarerestrictionson
certainactivitiesinanareasuspectedofbeinginfectedwithCoronaVirusDisease2019(COVID
-19),whichcausesthequalityofpublicservicestobedisrupted.TheOmbudsmanhasthetask
ofsupervisingtheimplementationofsharedservicesorganizedbystateorgovernmentofficials
andprivateorindividualbodiesassignedthetaskofprovidingservicesaccordingtominimum
servicestandardsasabenchmarkforservicedeliveryandassessingthequalityofservicesto
thecommunity.Theresearchmethodusedisnormativejuridicalresearchwithaconceptual
approach(StatuteApproach).

Theresultsofthisstudyarelarge-scalesocialrestrictionpoliciesthroughtheMayorof
TarakanRegulationNumber17of2020,restrictionsonactivitiesoutsidethehousesuchasthe
implementationoflearningatschoolsand/orothereducationalinstitutions,WorkFrom Home
(WFH),religiousmovementsinhousesofworship,activitiesinpublicplaces,socialandcultural
activitiesandMandatoryrapidtestsforthoseusingSeaandAirtransportationmodes,and
providingsocialassistancetocommunitiesaffectedbyCOVID-19.Ombudsman'ssupervisionof
public services during the COVID-19 pandemic in Tarakan City,namely by conducting
coordinationandcontrolandcooperationwithstateandprivateofficialsaswellascommunity
orindividualorganizations,openinganOnlineComplaintPostforCOVID-19AffectedPersons.
Also,conductunannouncedcheckstoimprovepublicservicesintheCityofTarakan.Basedon
thesupervision,thereceiptofreportsonsuspicionofmaladministrationandtheOmbudsman's
investigationresultsaresubjecttoexamination.Supposeitisproventhatithascommitted
maladministrationinpublicservices,theOmbudsmanoftheRepublicofIndonesiacantake
correctiveactionandproviderecommendations/suggestionstostateadministratorstoimprove
thequalityofpublicservices.
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ABSTRAK

Pengawasanterhadappemerintahsebagaipenyelenggarapelayananpublikagardalam
melaksanakantugasdanwewenangnyasesuaidenganperaturanyangberlaku.Pembatasan
SosialBerskalaBesaradalahpembatasankegiatantertentudalam suatuwilayahyangdiduga
terinfeksiCoronaVirusDisease2019(COVID-19)yangmenyebabkankualitaspelayananpublik
terganggu.Ombudsmanmempunyaitugasmengawasipenyelenggaraanpelayananpublikyang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan serta badan swasta atau
perseoranganyangdiberitugasuntukmenyelenggarakanpelayanansesuaistandarpelayanan
minimalsebagaitolak ukurpenyelenggaraan pelayanan dan penilaian kualitas pelayanan
kepadamasyarakat.Metodepenelitianyangdigunakanyaitupenelitianyuridisnormatifdengan
pendekatan(StatuteApproach)pendekatankonsep(conseptualapproach).

HasildaripenelitianinikebijakanPembatasanSosialBerskalaBesarmelaluiPeraturan
WalikotaTarakanNomor17Tahun2020,pembatasanaktivitasdilurrumahsepertipelaksanaan
pembelajaran diSekolah dan/atau institusipendidikan lainnya,Work FromHome (WFH),
kegiatankeagamaandirumahibadah,kegiatanditempatumum,kegiatansosialdanbudaya
dan Wajib rapid testbagiyang menggunakan moda transportasiLautdan Udara,dan
memberikan bantuan sosialkepada masyarakatyang terdampak COVID-19.Pengawasan
OmbudsmanterhadappelayananpublikpadamasapandemiCOVID-19diKotaTarakanyaitu
denganmelakukankoordinasidanSupervisisertakerjasamadenganpenyelenggaranegaradan
swastasertalembagakemasyarakatanatauperseorangan,membukaPoskoPengaduanOnline
bagiWargaTerdampakCOVID-19.Jugamelakukanpemeriksaanmendadakdalam rangka
meningkatakan pelayanan publik diKota Tarakan.Berdasarkan pengawasan,penerimaan
laporanatasdugaanmaladministrasi,danhasilinvestigasiombudsmandilakukanpemeriksaan.
Apabilaterbuktimelakukanmaladministrasipelayananpublik,makaOmbudsmanRepublik
Indonesiadapatmelakukan tindakan korektifdan memberikan rekomendasi/saran kepada
penyelenggaranegarauntukmeningkatankualitaspelayananpublik.

Keywords:Pengawasan;Ombudsman;PelayananPublik;PandemiCOVID-19

PENDAHULUAN

InformasidariWorldHealthOrganization(WHO)padatanggal31Desember2019

yangmenyebutkanadanyakasusklusterpneumoniadenganetiologiyangtidakjelasdi

KotaWuhan,ProvinsiHubei,China.CoronaVirusDisease2019(COVID-19)merupakan

keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.

Berdasarkan data dariwebsiteCOVID-19 pusatpertanggal29 Oktober2020 yang

bersumberdariWHO tercatatsecaraglobal219 Negaraterkonfirmasi44.002.003,

meninggal1.167.988.Indonesia tercatatterkonfirmasipositifsebanyak 404.048,
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sembuh239.778danyangmeninggalsejumlah13.701orang.Daridatatersebutsecara

globalterkonfirmasiCOVID-19ada219 negaratermasukIndonesia.Jumlahkasus

COVID-19dankematianakibatCOVID-19diIndonesiasemakinmeningkatdanmeluas

disejumlahwilayahdiIndonesia.AkibatdarimeluasnyapenyebaranCOVID-19tersebut

berdampakpadaberbagaiaspekkehidupansepertipolitik,ekonomi,sosial,budaya,

pertahanandankeamanansertakesejahteraanmasyarakatIndonesia.Sebagaiupaya

pemerintahIndonesiauntukmenekanlajunyapenyebaranCOVID-19yaitudenganSocial

DistancingdanPhysicalDistancinguntukmencegahterjadinyapenyebaranCOVID-19

lebihluas.DenganditerapkannyaSocialDistancing/PhysicalDistancingdiIndonesia,

masyarakatdimintauntuktetapdirumahdantidakbolehkeluarrumahjikatidakada

keperluanyangpentingataumendesak.

UpayamenanggulangipenyebaranCOVID-19PemerintahmenerbitkanPeraturan

Pemerintah Nomor21 Tahun 2020 tentang Pembatasan SosialBerskala Besar

selanjutnyadisingkatPPNo.21Tahun2020dalam rangkapercepatanpenanganan

COVID-19.BerdasarkanPPNo.21Tahun2020,Pasal1dijelaskanbahwaPembatasan

SosialBerskalaBesarmerupakanpembatasankegiatantertentudalam suatuwilayah

yang diduga terinfeksiCOVID-19.Kebijakan PSBB tersebutmembatasiaktivitas

masyarakatsepertipeliburantempatsekolahdanbekerjaditempatkerja,pembatasan

kegiatan keagamaan,pembatasan kegiatan difasilitas umum. Pemerintah juga

menghimbaupenerapanWorkFrom Home(WFH)bagiASN danPerusahaanSwasta

yang pekerjaannya dimungkinkan dilakukan darirumah,menganjurkan untuk tidak

bepergiansertamelarangkegiatanyangmengumpulkanmassa.

Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublikselanjutnya

disingkatUUNo.25Tahun2009,Pasal1Angka1Pelayananpublikadalahkegiatan

ataurangkaiankegiatandalam rangkapemenuhankebutuhanpelayanansesuaidengan

peraturanperundang-undanganbagisetiapwarganegaradanpendudukatasbarang,

jasa,dan/ataupelayananadministratifyangdisediakanolehpenyelenggarapelayanan

publik.KetentuanmengenaiPelayananPublik,masyarakatadalahsebagaipihakyang

memilikihakdankewajibandalam mewujudkanpelayananpublik,demikianjugadengan
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penyelenggaralayanan memilikihakdan kewajiban yang samadengan masyarakat

dalam mewujudkan pelayanan publik.Ombudsman adalah lembaga negara yang

mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

diselenggarakanolehpenyelenggarannegaradanpemerintahansertabadanswasta

atauperseoranganyangdiberitugasuntukmenyelenggarakanpelayananpubliktertentu

yangsebagianatauseluruhdananyabersumberdarianggaranpendapatandanbelanja

negara(APBN)dan/atauanggaranpendapatandanbelanjadaerah(APBD).

OmbudsmanRepublikIndonesiaPerwakilanKalimantanUtaratelahmenerima

laporan/pengaduanmasyarakatatasdugaanmaladministrasidalam pelayananpublik

terkaitpelayananadministrasikependudukan,pelayananPLN,perpajakan,perizinan,

keimigrasiandanminyakdangaspadamasapandemicCOVID-19ini.

Berdasarkanlatarbelakangdiatasdipandangperluuntukmelakukanpenelitian

tentangPengawasanOmbudsmanterhadapPenyelenggaraanPelayananPublikpada

MasaPandemiCoronaVirusDisease2019(COVID-19)denganrumusanmasalahpada

penelitianiniyaitu

1)KebijakanPemerintahdalam PenerapanPembatasanSosialBerskalaBesar

2)PengawasanOmbudsmanTerhadapPenyelenggaraanPelayananPublikpadaMasa

PandemiCoronaVirusDisease2019(COVID-19)diKotaTarakan

TujuanPenelitianiniadalahuntukmemberikanpemahamanmengenaiKebijakan

Pemerintahdalam PenerapanPembatasanSosialBerskalaBesardanPengawasan

OmbudsmanTerhadapPenyelenggaraanPelayananPublikpadaMasaPandemiCorona

VirusDisease2019(COVID-19)diKotaTarakan.

METODEPENELITIAN

Penelitiandalam tulisaniniadalahpenelitianhukum yuridis-normatif.Penelitian

inimenggunakan pendekatan perudang-undang (Statute Approach)yaitu dengan

menelaahsemuaundang-undangdanregulasiyangbersangkutpautdenganisuhukum

yang sedang diteliti.Dan pendekatan konsep (conseptualapproach)yaknidengan

mempelajaripandangan-pandangandandoktrin-doktrindidalam ilmuhukum,peneliti
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akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,konsep-

konsephukum danasas-asashukum yangrelevandenganisuyangdihadapiserta

sebagaisandarandalam membangunsuatuargumentasihukum dalam memecahkan

isuyangdihadapi.Denganpendekatanyangdilakukaninihinggaditemukansuatu

upayapembenahandanpendekatanbarugunamenanggulangipermasalahanyang

ada.
1

Untukmendukungpenelitidalam penelitianinijugamelakukanwawancaradengan

pihakyangberwenangdalam haliniLembagaOmbudsmanperwakilanKalimantan

Utara.BerdasarkanuraiandiataspenelitiinginmelakukanpenelitianterkaitKebijakan

Pemerintah dalam Penerapan PSBB dan Pengawasan Ombudsman Terhadap

PenyelenggaraanPelayananPublikpadaMasaPandemiCoronaVirusDisease2019

(COVID-19)diKotaTarakan.

PEMBAHASAN

A.KebijakanPemerintahdalam PenerapanPembatasanSosialBerskalaBesar.

BerdasarkanPenjelasanPeraturanPemerintahNomor25Tahun2000Tentang

KewenanganPemerintahdanProvinsiSebagaiDaerahOtonom dijelaskanpadapasal2

ayat(3)hurufa bahwa kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagailandasan

pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.Selain itu dijelaskan juga dalam

PeraturanPemerintahNomor8Tahun2008tentangTahapan,TataCaraPeyusunan

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanPembangunanDaerahyangterdapatpada

pasal1 angka 12 bahwa kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambiloleh

pemerintahdaerahuntukmencapaitujuan.

Kebijakan menurutJames E.Anderson,yaitu serangkaian tindakan yang

mempunyaitujuantertentuyangdiikutidandilaksanakanolehseseorangpelakuatau

kelompokpelakugunamemecahkansuatumasalahtertentu.Istilahkebijakanpublik

lebihseringdipergunakandalam kaitannyadengantindakan-tindakanataukegiatan

pemerintah.
2

Sebagaikeputusanyangmengikatpublik,kebijakanpublikharusdibuat

1

PeterMahmudMarzuki,2016,PenelitianHukum,Jakarta:PrenadamediaGroup,hal.133
2

Islamy,Prinsip-prinsipPerumusanKebijakanNegara,BumiAksara,Jakarta1997,hal.67.
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olehotoritaspolitik,yaitumerekayangmenerimamandatdaripublikatauorangbanyak,

umumnyamemaluisuatuprosespemilihanuntukbertindakatasnamarakyatbanyak.

Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasinegara yang

dijalankanolehbirokrasipemerintah.
3

Kebijakanpublikdinegaramodernyangjadi

fokusutamaadalahpelayananpublik,yaitusegalasesuatuyangbisadilakukanoleh

negarauntukmempertahankanataumeningkatkankualitaskehidupanorangbanyak.

Menyeimbangkanperannegarayangmempunyaikewajibanmenyediakanpelayanan

publikdenganhakuntukmenarikpajakdanretribusidanmenyeimbangkanberbagai

kelompokdalam masyarakatdenganberbagaikepentingansertamencapaiamanat

konstitusi.
4

Berdasarkanpendapattersebutbahwakebijakanpublikyangdilakukanoleh

pemerintahmerupakansuatutindakanyangdilakukandalam rangkamencapaitujuan

untukkepentinganmasyarakat.

PenyebaranCoronaVirusDisease2019(COVID-19)diIndonesiasaat semakin

meningkatdanmeluaslintaswilayahdanlintasnegarayangdiiringi denganjumlah

kasus dan/atau jumlah kematian.Berdasarkan data dariwebsite COVID-19 pusat

pertanggal29Oktober2020yangbersumberdariWHO tercatatsecaraglobal219

Negara terkonfirmasi 44.002.003, meninggal 1.167.988. Indonesia tercatat

terkonfirmasipositifsebanyak404.048,sembuh239.778danyangmeninggalsejumlah

13.701orang.
5

Datatersebutmenunjukanbahwaadapeningkatanterkonfitmasipositif

COVID-19 diIndonesia.Sementara diKota Tarakan ProvinsiKalimantan Utara

berdasarkan data update Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota

Tarakantotalkonfirmasipertanggal6Oktober2020sebanyak388orang.Daridata

tersebutmeningkatdarisebelumnya adalah 385 orang yang jumlah terkonfirmasi

semakinhariterusbertambah.Peningkatantersebutberdampakpadaaspekpolitik,

ekonomi,sosial,budaya,pertahanandankeamanan,sertakesejahteraanmasyarakatdi

Indonesia,sehinggadiperlukanpercepatanpenangananCoronaVirus Disease2019

(COVID-19)dalam bentuktindakanPembatasanSosialBerskalaBesardalam rangka

3

SahyaAnggara,2014.KebijakanPublik,PustakaSetia,Bandung.hal,33
4

Ibid.hal.33
5

https://www.covid19.go.id/
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menekanpenyebaranCoronaVirusDisease2019(COVID-19)semakinmeluas.

PemerintahmengeluarkanKeputusanPresidenNomor11Tahun2020tentang

PenetapanKedaruratanKesehatanMasyarakat,PeraturanPemerintahNomor21Tahun

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

PenangananCovid19selanjutnyadisingkatPPNO.21Tahun2020tentangPSBB.PSBB

yangmerupakantindaklanjutdariketentuanPasal15Ayat(2)danPasal56Undang

Undang Nomor6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,Undang-Undang

Nomor36Tahun2009tentangKesehatandanUndang-UndangNomor4Tahun1984

tentangWabahPenyakitMenular.

PSBB merupakan kebijakan pemerintah yang pembatasan kegiatan tertentu

pendudukdalam suatuwilayahyangdidugaterinfeksiCOVID-19sedemikianrupauntuk

mencegah kemungkinan penyebarannya meliputipembatasan terhadap pergerakan

orang dan/atau barang untuk satu provinsiatau kabupaten/kota tertentu.Dalam

Peraturan Pemerintah inimengaturpelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dan dapatdilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan

MenteriKesehatan.

BerdasarkanPasal2Ayat(1)dan(2)PPNo.21Tahun2020,Denganpersetujuan

menteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkesehatan,Pemerintah

DaerahdapatmelakukanPembatasanSosialBerskalaBesarataupembatasanterhadap

pergerakanorangdanbaranguntuksatuprovinsiataukabupaten/kotatertentu”dan

Pembatasan SosialBerskala Besarsebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus

didasarkan pada pertimbangan epidemiologis,besarnya ancaman,efektifitas,

dukungansumberdaya,teknisoperasional,pertimbanganpolitik,ekonomi, sosial,

budaya,pertahanandankeamanan.
6

DaerahdapatmelakukanPSBBatasizinmenteri

yangmenyelenggarakanurusankesehatan.DanMenteriKesehatanmenetapkanstatus

PSBByangdiusulkanGubernur,Walikota,atauBupatidiwilayahmerekamasing-masing.

BerdasarkanKeputusanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomorHK.01.07

6

Pasal2(1)PeraturanPemerintahNomor21Tahun2020tentangPembatasanSosialBerskala
BesarDalam RangkaPercepatanPenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19)
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/MENKES/261/2020telahditetapkanPembatasanSosialBerskalaBesardiwilayahKota

TarakanProvinsiKalimantanUtaradalam rangkapercepatanpenangananCoronaVirus

Disease2019(COVID-19).WalikotaTarakandalam rangkanpenerapanPSBBdidaerah

kemudian menerbitkan Peraturan WaliKota Nomor 17 Tahun 2020 tentang

PelaksanaanPembatasanSosialBerskalaBesarDalam rangkapercepatanPenanganan

CoronaVirusDisease2019(COVID-19)diKotaTarakansebagaiupayapemerintah

untukmencegahmeluasnyapenyebaranCOVID-19dalam bentukpembatasanaktivitas

luarrumahyangdilakukanolehsetiaporangyangberdomisilidan/atauberkegiatandi

KotaTarakan.Pasal3PeraturanWaliKotaNomor17Tahun2020inibertujuanuntuk:
7

membatasikegiatantertentudanpergerakanorangdan/ataubarangdalam menekan

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); meningkatkan antisipasi

perkembangan ekskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),

memperkuatupayapenanganankesehatanakibatCoronaVirusDisease2019(COVID-

19),danmenanganidampaksosialdanekonomidaripenyebaranCoronaVirusDisease

2019 (COVID-19). Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah Kota Tarakan

melaksanakanpembatasansebagaiberikut:

a.PembatasanPelaksanaanPembelajarandiSekolahdan/atauInstitusi Pendidikan

Lainnya.SelamapemberlakuanPSBB,dilakukanpenghentiansementarakegiatandi

sekolah.

b.PembatasanAktivitasbekerjaditempatkerjaWorkFrom Home(WFH).Pemerintah

telahmelakukanberbagaiupayadankebijakan,salahsatunyaadalahbekerjadari

rumah atau Work From Home (WFH)bagiAparaturSipilNegara (ASN),yaitu

melaksanakantugaskedinasandirumah/tempattinggalnyamasing-masinguntuk

mencegahdanmeminimalisirpenyebaranCOVID-19.AparaturSipilNegara(ASN)di

pusatdandaerahtermasukdiKotaTarakanmenerapkankebijakanbekerjadari

rumahatauWFH.Dengandemikiantidakadapelayanansecaralangsungdiloket

instansidan layanan langsung dibatasisesuaidengan protokolkesehatan.Hal

7

PeraturanWaliKotaNomor17Tahun2020tentangPelaksanaanPembatasanSosialBerskala
BesarDalam rangkapercepatan PenangananCoronaVirusDisease2019(COVID-19)diKota
Tarakan
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tersebutberdampakpadapelayanpublikyangkurangmaksimal.Tetapipemerintah

jugamelakukaninovasidalam memberikanlayananyaitudalam jaringanatauonline

atauVirtual.

c.Kegiatankeagamaandirumahibadah.BerdasarkanSuratEdaranMenteriAgama

Nomor15Tahun2020TentangPanduanPenyelenggaraanKegiatanKeagamaandi

RumahIbadahDalam MewujudkanMasyarakatProduktifdanAmanCoviddiMasa

Pandemimaka Walikota Tarakan juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor

180/383/Hukum/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan diRumah

Ibadahdalam masaPenataanKembaliKehidupan

d.Kegiatan ditempat umum. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang

melakukankegiatandenganjumlahlebihdari5(lima)orangditempatataufasilitas

umum.Pengelolatempatataufasilitasumum wajibmenutupsementaratempat

ataufasilitasumum untukkegiatanpendudukselamapemberlakuanPSBB.Kecuali

kegiatanpendudukuntukmemenuhikebutuhanpokokdan/ataukebutuhansehari-

hari.

e.Kegiatansosialdanbudaya.Penghentiansementaraataskegiatansosialdanbudaya

yang menimbulkankerumunanorang sepertikegiatanpolitik,olahraga,hiburan,

kegiatanakademik,danbudaya.Kecualikegiatankhitan,pernikahan,pemakaman

kematianbukankarenaCIVID-19.

f.Pergerakanorangdanbarangmenggunakanmodatransportasi.Semuakegiatan

selama pemberlakuan PSBB,pergerakan orang dan/atau barang dihentikan

sementarakecualiuntukpemenuhankebutuhanpokok,kegiatanlainkhususterkait

aspekpertahanandankeamanan,kegiatanyangdiperbolehkan.

Kebijakanwajibrapidtest sebagaipersyaratanmobilisasimasyarakatdiwilayah

Kaltara.Rapid Test sebagaipersyaratan proses mobilisasimasyarakat. sebelum

adanyaaturanKementerianKesehatanmelaluiSuratEdaran(SE)mengenaibatasan

tarif RapidTestantibodiuntukCorona(COVID-19)yangmanatariftertinggi RapidTest

diaturRp150.000melaluiSENomorHK.02.02/I/2875/2020yangditetapkan6Juli2020.

Terdapatbeberapadugaanmaladministrasidalam penerapankebijakanRapidTest.

DanmemberikanbantuansosialkepadamasyarakatKotaTarakanyangterdampakdari



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

10|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

COVID-19dalam bentuksembako.

PenerapankebijakanPSBBdarisatusisibaikdengantujuanuntukmengurang

lajunyapenyebaranCOVID-19,namundisilainkebijakanyangmembatasikegiatan

masyarakatsehinggamengakibatkanpelayananpublikbaikpemerintahmaupunswasta

kepadamasyarakatterganggudantidaksesuaidenganstandarpelayananminimal

terbuktidenganmasihadanyakeluhandanlaporandarimasyarakatterkaitadanya

dugaan pelanggaran pelayanan publikkepada Ombudsman sebagailembaga yang

berwenangdanbertugasmengawasipenyelenggaraapelayananpublik.

B.PengawasanOmbudsmanterhadappelayananpublikpadamasapandemiCOVID-

19diKotaTarakan.

Upayauntukmeningkatkankualitasdanmenjaminpenyediaanpelayananpublik

sesuaidengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk memberi

perlindunganbagisetiapwarganegaradanpendudukdaripenyalahgunaanwewenang

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang

mendukungnya.Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban bagipemerintah,

namun sebaliknya menjadi hak bagi masyarakat. Untuk memperolehdan

menyelenggarakanpelayananpublikyangbaik,makasetidak-tidaknyapelayananpublik

tersebutharus memilikistandar minimalyang harus diisyaratkan agar supaya

memenuhiharapanmasyarakat.
8

PemerintahmenerbitkanUndang-undangNomor25

Tahun2009tentangPelayananPublikdelanjutnyadisingkatUU No.25/2009dengan

tujuan:

1.terwujudnyabatasandanhubunganyang jelastentanghak,tanggung jawab,

kewajiban,dankewenanganseluruhpihakyangterkaitdenganpenyelenggaraan

pelayananpublik;

2.terwujudnyasistem penyelenggaraanpelayananpublikyanglayaksesuaidengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya

penyelenggaraanpelayananpubliksesuaidenganperaturanperundang-undangan;

8

HusniThamrin,Hukum PelayananPublikdiIndonesia,AswajaPressindo,Yogyakarta,2013,
hal.25.
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3.dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagimasyarakatdalam

penyelenggaraanpelayananpublik.

Pasal5 UU No.25 Tahun 2009,Ruang lingkup pelayanan publik meliputi

pelayananbarangpublikdanjasapubliksertapelayananadministratifyangdiatur

dalam peraturanperundang-undangan. Pasal5 ayat(1)salahsaturuang lingkup

pelayananpublikadalahpelayanandibidangadministratif.Pelayananpublikadalah

kegiatanmelayanimasyarakatdalam memenuhikebutuhanhidupbaikdaribarang,jasa

dan/atau pelayanan administratif yang dapat dilakukan pada ditempat-tempat

penyelenggaraan pelayanan publik.Pelayanan publik haruslah memilikiStandar

Pelayanan(SP)danStandarOprasionalProsedur(SOP)yangtelahditetapkan.Dalam

Pasal 12 huruf (d) PP Nomor 96 Tahun 2012, sistem pelayanan terpadu

diselenggarakandengantujuanmewujudkanprosespelayananyang cepat,mudah,

murah,transparan,pasti,danterjangkau.Sebagaimanadiuraikandiatasbahwauntuk

menciptakanpemerintahanyangbersih,salahsatunyaadalahdenganmelaksanakan

pelayanan publik yang baik.Untuk melakukan pelayanan tersebut tentu harus

berpegangpadaperaturanyangberlakudanjugaperluadanyapengawasan.Good

Governmentakandapatterlaksanasepenuhnyaapabilaadakeinginankeinginankuat

(politicalwill)penyelenggarapemerintahdanpenyelenggaranegarauntukberpegang

teguhpadaperaturanperundangandankepatutan,namunyangsangatmendasaryaitu

adanyakerelaanparapenyelenggarapemerintahansertapenyelenggaranegarauntuk

bersediadikontroldandiawasi,baiksecarainternaldanekternal.
9

UUNo.25Tahun2009,Ombudsmanmerupakansalahsatulembagapengawas

ekternalselain pengawasan masyarakatdan pengawasan DPR/DPRD yang berhak

untukmelakukanpengawasanpelayananpublik.SeseuaiPasal35ayat3menyebutkan

“pengawasaneksternalpenyelenggaraanpelayananpublikdilakukanmelalui”:

1.pengawasanolehmasyarakatberupalaporanataupengaduanmasyarakatdalam

penyelenggaraanpelayananpublik;

9

AntoniusdanRM SurachmanOmbudsmanIndonesiadiTengahOmbudsmanInternasional
sebuahAntologi,KomisiOmbudsmanNasional,Jakarta,2002,hal.78.
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2.pengawasanolehombudsmansesuaidenganperaturanperundang-undangan;

3.pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat,dewan perwakilan rakyatdaerah

propinsi,dewanperwakilanrakyatdaerahkabupaten/kota.

Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor37Tahun2008TentangOmbudsman

RepublikIndonesiaselanjutnyadisingkatUUNo.37Tahun2008.Pasal1UUNo.37

Tahun2008,OmbudsmanRepublikIndonesiayangselanjutnyadisebutOmbudsman

adalahLembagaNegarayangmempunyaikewenanganmengawasiPenyelenggaraan

Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan

pemerintahantermasukyangdiselenggarakanolehBadanUsahaMilikiNegara,Badan

Usaha Milik Daerah,dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau

perseorangan yang diberitugasmenyelenggarakan pelayanan publiktertentu yang

sebagian atau seluruh dananya bersumberdarianggaran pendapatan dan belanja

Negaradan/atauanggranpendapatandanbelanjadaerah.

Ombudsmanadalahlembaganegarayangmempunyaikewenanganmengawasi

penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

negara dan pemerintah dan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan-

pemeriksaan tertentu khususnya yang terkait dengan dugaan adanya tindakan

maladministrasiyang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan,penyelenggara

negara,sertalembagaperadilanbaikyangdilaporkanmasyarakatataupunatasinisiatif

sendiri.OmbudsmanmerupakanLembagaNegaramandiri,dalam menjalankantugas

danwewenangnyabebasdaricampurtangankekuasaanlainnya(Pasal2UUNo.37

Tahun2008).Pasal3UUNo.37Tahun2008,Ombudsmandalam menjalankantugas

dan wewenangnya berasaskan pada kepatutan,keadilan,non-diskriminasi,tidak

memihakakuntabilitas,keseimbangan,keterbukaandankerahasiaan.

Pasal35 Ayat(1)UU No.25 Tahun 2009,Pengawasan penyelenggaraan

pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawasaninternalpenyelenggaraanpelayananpublikdilakukanmelaluipengawasan

olehatasanlangsungsesuaidenganperaturanperundang-undangandanpengawasan

olehpengawasfungsionalsesuaidenganperaturanperundang-undangan.Pengawasan
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eksternalpenyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melaluipengawasan oleh

masyarakatberupa laporan atau pengaduan masyarakatdalam penyelenggaraan

pelayananpublik,pengawasanolehombudsmansesuaidenganperaturanperundang-

undangandanpengawasanolehDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanRakyat

DaerahProvinsi,DewanPerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota.

OmbudsmanRepublikIndonesiaPerwakilanProvinsiKalimantanUtaradalam

melakukanpengawasanterhadappelayananpublikberwenangmelakukanpengawasan

terhadappenyelenggaraanpemerintahandanpemerintahdiwilayahKalimantanUtara

khusunyadiKotaTarakandanmenerimalaporanatasdugaanmaladministrasidalam

penyelenggaraanpelayananpublik.PadamasapandemiCOVID-19diKotaTarakan

yangsemakinmeningkatdanPSBBterusdiperpanjangolehpemerintahmengakibatkan

penyelenggara pelayanan publik terganggu dan tidak maksimal. Dalam upaya

pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik,Ombudsman

PerwakilanKalimantanUtaramelakukankoordinasidankerjasamadenganlembaga

negaraataupemerintahanlainnyasertalembagakemasyarakatanatauperseorangan.

Sepertimembangun jaringan kerja adalah salah satu tugas ombudsman dalam

pelaksanaan pelayanan publik. Dan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara

melakukankoordinasidanmempunyaibeberapaprogram supervisipelayananpublik,

diantaranyaterhadapbeberapainstansisepertiRumahSakitUmum Daerah,Pusat

KesehatananMasyarakat,KantorPelayananPerizinanTerpadu,DinasKependudukan

dan Catatan Sipil,KantorUPT Samsat,Pelayanan diLembaga Permasyarakatan/

Rumah Tahanan Negara,Pelayanan diKantorPertanahan,Pelayanan Pelabuhan,

PelayananBandarUdaradanPelayanandiKantorImigrasi.

Sebagaiupayapencegahanmaladministrasidalam penyelenggaraanpelayanan

publik,lembaga Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara melakukan supervisi

terhadappenyelenggarapelayananpublikseperti:RumahSakitUmum Daerah,Pusat

KesehatananMasyarakat,KantorPelayananPerizinanTerpadu,DinasKependudukan

danCatatanSipil,KantorUPTSamsat,PelayanandiLembagaPermasyarakatan/Rumah

TahananNegara,PelayanandiKantorPertanahan,PelayananPelabuhan,Pelayanan



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

14|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

BandarUdara,PelayanandiKantorImigrasidanPelayanandiruangterbukaseperti

halamanresto/rumahmakanmaupuncafe.Danmelakukansosialisasidalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakatatas hak pelayanan publik dengan strategi

sosialisasiditempatkandimomen-momenapapun,kunjunganatauundanganmenjadi

pembicarapadasuatuacarayangmelibatkanmasyarakatbanyakdanwebinarmelalui

mediasosialselamasocialdistancing.

BerdasarkanSuratEdaranNomor23Tahun2020tentangPoskoPengaduan

DaringCovid-19BagiMasyarakatterdampakBencanaNasionalCovid-19Ombudsman

Republik Indonesia.SuratEdaran iniadalah sebagaipedoman dalam melakukan

pengawasankebijakanlayananpemerintahbagimasyarakatdenganmembukasaluran

pengaduan daring (online) untuk melaporkan dugaan maladministrasi dalam

pelaksanaannya.Secarainternal,denganPoskoiniOmbudsmanRepublikIndonesia

dapatmemilikidataspesifikyangterpadutentangkeluhanpublikuntuksektor-sektor

terdampakCOVID-19.

OmbudsmanPerwakilanKalimantanUtarajugaBukaPoskoPengaduanOnline

bagiWarga Terdampak COVID-19.Sebagailembaga pengawas pelayanan publik

OmbudsmanRIPaerwakilanProvinsiKaltaramembukaposkopengaduandaring(online)

bagimasyarakat terdampak COVID-19 melaluitautan bit.ly/3f5diXO dan untuk

mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan masyarakat dapat

menyampaikanmelaluiaplikasiWhatsAppdinomor08112743737.Jenislayananyang

dapatdiadukandanditindaklanjutimelaluiposkopengaduanCOVID-19Ombudsman

meliputilayanan bantuan Jaring Pengaman Sosial(BLT atau bansos),layanan

kesehatan,layananlembagakeuangan,layanantransportasi,danlayanankeamanan.

Bagimasyarakatyang terkena dampakCOVID-19 dan merasa tidakmendapatkan

pelayananyangbaikdapatsegeramelaporkanmelaluikanalpengaduanyangtelah

disediakandansetiappelaporharusmelampirkanfotokopiKartuTandaPenduduk

(KTP),mengisiformulirpengaduandanmelampirkandokumenpendukung,sepertifoto,

surat,danlain-lain.

Laporan pengaduan yang masuk nantinya akan divalidasiuntuk melihat
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kelengkapan persyaratannya.Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti.10 Untuk

laporan ataupengaduan yang ditindaklanjutidengan mekanismeRCO,Ombudsman

Republik Indonesia melakukan monitoring tindak lanjut sesuaiPeraturan

OmbudsmanNomor26Tahun2017tentangTataCaraPenerimaan,Pemeriksaandan

Penyelesaian Laporan Masyarakat.Laporan atau pengaduan melaluikanaldaring

(online),koordinasidilakukandenganprosedurPoskoPengaduanDaringCOVID-19

OmbudsmanRepublikIndonesia.OmbudsmanPerwakilanKalimantanUtarapadamasa

pandemiCOVID-19jugamelakukanpemeriksaanmendadak(Sidak)denganmelakukan

peninjauansecaralangsungkelapanganuntukmeninjausecaralangsungpelaksanaan

pelayanan publik sesuaidengan standarpelayanan publik dan sesuaiprotokol

kesehatan yang adadiKotaTarakan.Obudsman RIPerwakilan Kaltaramerimaan

laporanatasdugaanmaladministrasidalam penyelenggaraanpelayananpublikpada

masapandemiCOVID-19.OmbudsmanPerwakilanProvinsiKalimantanUtaradalam

melakukan pengawasan pelayanan publik pada masa PandemiCOVID-19 telah

menerimasejumlahlaporanterkaitpelyananpublik.Subtansilaporanadabeberapa

kategoripelaporanyaituBelanjaJaringPengamanSosial,PelayananMedisbagiKorban

Covid-19,Keuangan,TransportasidanKeamanan.

Darisejumlahlaporanyangtelahdivalidasidandinyatakanmemenuhisyarat,

ditindaklanjuti dengan 2 (dua) cara yaitu diteruskan kepada instansi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkaitmelaluinarahubung yang telah

ditunjukdan selanjutnyadimonitortindakan selanjutnya.Dan dengan polaRespon

CepatOmbudsman(RCO).KeputusanuntukRCOditetapkanolehAnggotaPengampu

SubstansiatauKepalaPerwakilansetelahmendapatkaninformasidarinarahubung

masing-masing unitkerja.Tindak lanjutpengaduan dapatdilakukan secara lintas

keasistenandiOmbudsmanRepublikIndonesia/PerwakilanOmbudsmanmelaluiTim

PengelolaPengaduanDaringCovid-19OmbudsmanRepublikIndonesia.laporanyang

diteruskan,OmbudsmanRepublikIndonesiamelakukanmonitoringtindaklanjutsecara

berskala dengan mekanisme yang disepakati dalam koordinasi dengan

10

https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kaltara-buka-posko-
pengaduan-online-bagi-warga-terdampak-covid-19
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Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerahterkait.

UntuklaporanataupengaduanyangditindaklanjutidenganmekanismeRCO,

OmbudsmanRepublikIndonesiamelakukanmonitoringtindaklanjutseusaiPeraturan

OmbudsmanNomor26Tahun2017tentangTataCaraPenerimaan,Pemeriksaandan

Penyelesaian Laporan Masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia/Perwakilan

OmbudsmanmemastikanKementerian/Lembaga/PemerintahDaerahselakuterlapor

memberikan pemutakhiran datatindaklanjutpenanganan laporanatau pengaduan

kepadaOmbudsmanRepublikIndonesia.

Penutupan laporan masyarakat dilakukan dengan mekanisme Peraturan

Ombudsman Nomor26 Tahun 2017 tentang Cara Penerimaan,Pemeriksaan dan

PenyelesaianLaporanMasyarakat.LaporanakhirdisusunpadaakhirmasatugasPosko

Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman Republik Indonesia,berisirekap aduan,

analisisaduan,hasilmonitoring,dansaranOmbudsmanRepublikIndonesia.Laporan

akhirdisampaikan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia serta Pimpinan

Kementerian/Lembaga/PemerintahDaerah.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan dan pemeriksaan oleh

OmbudsmanditemukanpelanggaranpelayananpublikmisalnyadibidangPelayanan

kesehatan,PendidikandanBantuanSosial.HasilwawancaradenganbapakBakuhDwi

Tanjung,dandatadariOmbudsmanPerwakilanKalimantanUtara,jumlahlaporanterkait

pelayananpublikmasapandemiCOVID-19diwilayahKalimantanUtarakhususnyaKota

Tarakanyaitusebagaiberikut:11

Tabel.1
No. BidangPelayanan Jumlah

Kasus
Waktu

1. PelayananBansos 3 April s/d Juli
2020

2 PelayananKesehatan 3 Juni2020

Berdasarkandatadiatassejumlahlaporanyangditerimakemudiandilakukan

11

HasilwawancaradenganbapakBakuh,selakuasistenIOmbudsmanwilayahKalimantan
Utara,tanggal10September2020
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pemeriksaansubstansiataslaporanialahpemeriksaanlebihlanjutuntukmengetahui

laporanmasukdalam kategoribantuansosial,kesehatan.Hasilpemeriksaanyang

dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara terhadap laporan yang

diterima,sesuaitugasdankewenangannya,yaitusetelahmenerimalaporandanmelalui

tahappemeriksaansubstansi.Kemudianmelakukanmediasiantaraterlapordengan

pelapor.Setelah diadakan mediasinamun tidak menemukan solusimaka pihak

ombudsmanberwenangmemberikanrekomendasisesuaiPasal8ayat1UUNo.37

Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman berwenang membuatrekomendasi

mengenaipenyeleseianlaporan,termasukrekomendasiuntukmembayargantirugi

dan/ataurehabilitasikepadapihakyangdirugikan.Rekomendasiadalahkesimpulan,

pendapat,dansaranyangdisusunberdasarkanhasilinvestigasiombudsman,kepada

atasanterlaporuntukdilaksanakandan/atauditindaklanjutidalam peningkatanmutu

penyelenggaraanadministrasipemerintahyangbaik.Ombudsmanberhakmelakukan

investigasiterhadapperbuatanapparatpemerintahyangdilaporkanataudikeluhkan

olehmasyarakatatasdugaanmaladministrasidalam pelayananpublikatasprakasara

sendiridiartikan bahwa melakukan investigasiatas prakarsa sendiriatau inisiatif

ombudsmanmerupakansalahsatucarauntukmeningkatkankinerjaombudsman.Dari

hasilinvestigasitersebutkemudian Ombudsman melakukan tindakan korektifdan

mengeluarkanrekomendasi.

KESIMPULAN

HasildaripenelitianinikebijakanPembatasanSosialBerskalaBesarmelalui

PeraturanWalikotaTarakanNomor17Tahun2020,pembatasanaktivitasdilurrumah

sepertipelaksanaanpembelajarandiSekolahdan/atauinstitusipendidikanlainnya,

WorkFromHome(WFH),kegiatankeagamaan dirumah ibadah,kegiatan ditempat

umum,kegiatansosialdanbudayadanWajibrapidtestbagiyangmenggunakanmoda

transportasiLautdanUdara,danmemberikanbantuansosialkepadamasyarakatyang

terdampakCOVID-19.

PengawasanOmbudsmanterhadappelayananpublikpadamasapandemiCOVID

-19diKotaTarakanyaitudenganmelakukankoordinasidanSupervisisertakerjasama
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dengan penyelenggara negara dan swasta serta lembaga kemasyarakatan atau

perseorangan,membukaPoskoPengaduanOnlinebagiWargaTerdampakCOVID-19.

Juga melakukan pemeriksaan mendadak dalam rangka meningkatakan pelayanan

publikdiKotaTarakan.Berdasarkanpengawasan,penerimaanlaporanatasdugaan

maladministrasi,dan hasilinvestigasiombudsman dilakukan pemeriksaan.Apabila

terbuktimelakukan maladministrasipelayanan publik,maka Ombudsman Republik

Indonesia dapatmelakukan tindakan korektifdan memberikan rekomendasi/saran

kepadapenyelenggaranegarauntukmeningkatankualitaspelayananpublik.

SARAN

1.KebijakanPembatasanSosialBersklaBesar(PSBB)untukpencegahanpenyebaran

COVID-19lebihluasnamununtukterlaksananyaPSBBdenganefektifpemerintah

menyediakandanmemenuhikebutuhanmasyarakatselamapenerapanPSBBdan

melakukansosialisasikebijakanPSBB,penerapansanksitegaskepadamasyarakat

yangmelanggarPSBB.

2.Ombudsman sebagailembaga yang mengawasipelaksanaan pelayanan publik

dalam melaksanakan tugasnya haruslebih aktifpada masa pandemiCOVID-19

sepertisaatinikarenabanyakkeluhandarimasyarakatterkaitpelayananpublik

namunmanyarakatengganuntukmelaporkepadaombudsmanwalaupunsudah

membukalayanansecaradaring(online).
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ABSTRACT
Iklim investasisulitberkembangbilamanaterlalubanyaknyaaturanyangtumpangtindih

daripusathinggadaerah,sertadenganprosedurperizinanyanglamamenjadisuatusumber
masalahyangtidakkunjungselesai.MelihathaltersebutPresidenJokowimembuattrobosan
denganmenggunakanOmnibusLawCiptaLapanganKerjaatauseringkalidisebutdenganRUU
OmnibusLawCilaka.HalinimerupakansesuatuyangbarudiIndonesia,namunitumerupakan
suatuterobosandalam menyelesaikankesemerawutanhukum diIndonesia.Namunkeinginan
dariPemerintahmendapatkanrespongelombangdemoyangcukupbesardarigolonganburuh
danmasyarakat.Demoitudidasarkanisidaripasal-pasaldalam RUU OmnibusLaw Cipta
Lapangan Kerja yang dianggap merugikan masyakat Indonesia dan golongan buruh.
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Berdasarkanpendapatyangpenulissampaikan,kamimenyimpulknbeberapahal.Pertama,RUU
OmnibusLaw CiptaLapanganKerjamemilikibeberapakoreksiyanglebihdalam khususnya
dalam aspekparadigmasertasubstansipengaturanmengenaiPHK,Izin,sertaOtonomiDaerah
(Desentralisasi).Kedua,niatan adanya RUU OmnibusLaw Cilaka yakniuntukmengurangi
adanyahyperregulation(banyaknyaperaturanperundang-undangan),namundalam RUUmalah
menciptakanaturanturunanyangmembuatsemakinbanyaknyaaturanbaruyangdimunculkan.
MakaseyogyanyaRUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjainiperludiaturulangdengantetap
mengikutsertakan masyarakatluas dalam memberikan masukan dan pandangan demi
sempurnanyaRUUCiptaLapanganKerjaini.

KataKunci:OmnibusLaw,CiptaLapanganKerja.

I.PENDAHULUAN

Banyaknyaaturanyang tumpangtindih,danjugaiklim investasiyang sangat

dibutuhkanagartumbuhsecarasignifikandalam persaingandenganduniaglobal,tentu

untukmengaturtersebutdiperlukansuatuaturanyangdapatmenampungbanyaknya

aturan yang ada diIndonesia.Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945,

Pemerintah (eksekutifdan legislatif)memproduksiperaturan perundang-undangan

untukmengaturmasyarakatbaikdalam bentukregeling(peraturan)danbeschikking

(keputusan).

Banyaknyaaturanyangtumpangtindihitukemudianbanyakyangdiajukanjudicial

review atau pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi

RepublikIndonesia.SejakberdirinyaMahkamahKonstitusipadatahun2003,banyak

UU diajukan ke MK karena dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik

Indonesiatahun1945.Danmemangbetulkiranyabahwasanyaperaturantersebutjuga

olehMahkamahKonstitusidibatalkandandianggapbertentangandenganKonstitusi

NegaraRepublikIndonesia.

SejakberdirinyaNegaraRepublikIndonesia,parathefoundingfatherandmothers

sepakatuntukmembentuknegarayangbarumerdekaitudengansebutansebagai

negaraHukum12,yang padapenerapannyadisesuaikandenganaturan-aturanyang

12

LihatPasal1Ayat(3)UUDNRITahun1945yangmenyatakanbahwa“Indonesiaadalah
negaraHukum”.
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mengaturmasyarakat(rule oflaw).13 Terlebih lagidengan fakta sejarah bangsa

IndonesiayangpernahdijajaholehBelandadanberkembangbeberapahukum yakni

hukum Belanda(WetboekvanStrafrecht),Hukum Islam danHukum Adat.Mengingat

penerapanhukum yangdigunakanbangsaIndonesiacukupberagam,makadalam

unifikasi(penyatuan)hukum sangatdiperlukanuntukmengaturseluruhwarganegara

Indonesia.

Memasukiperiode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo,untuk

meningkatkaninvestasidanekonomi,PemerintahanPresidenJokowi(namapanggilan)

membuatsuatuterobosandalam meningkatinvestasidiIndonesiaagarbisabersaing

denganbangsa-bangsalain.YangkitaketahuibahwaIndonesiabanyakberkembang

usahastartup(perusahaanrintisan)yangberkembangdariunicornmenjadidecacorn

karenavaluasiusahaseudahlebihdari10triliyun.Makadalam pengembangansuatu

iklim investasiperlu dilindungioleh aturan-aturan terkaityang mendukung iklim

investasi.

Iklim investasisulitberkembangbilamanaterlalubanyaknyaaturanyangtumpang

tindihdaripusathinggadaerah,sertadenganprosedurperizinanyanglamamenjadi

suatu sumbermasalah yang tidakkunjung selesai.MelihathaltersebutPresiden

JokowimembuattrobosandenganmenggunakanOmnibusLawCiptaLapanganKerja

atauseringkalidisebutdenganRUUOmnibusLaw Cilaka.Halinimerupakansesuatu

yangbarudiIndonesia,namunitumerupakansuatuterobosandalam menyelesaikan

kesemerawutanhukum diIndonesia.Namunkeinginan dariPemerintahmendapatkan

respongelombangdemoyangcukupbesardarigolonganburuhdanmasyarakat.Demo

itudidasarkanisidaripasal-pasaldalam RUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjayang

dianggapmerugikanmasyakatIndonesiadangolonganburuh.

Awaltahun 2020 tepatnya tanggal13 Februari2020 Pemerintah Indonesia

menyerahkan secara legalRancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja,yang

13

Rule oflaw merupakan konsep pengaturan negara yang membedakan antara negara
kekuasaan(machtstaat)dannegarahukum (ruleoflaw)ataujugabiasadisebutdengan
rechtsstaat.LihatBasukiKurniawan,PersamaanHakPilihTNIPolridalam PemilihanUmum di
Indonesia,Tesis,(Jember:UniversitasJember),2014,hlm.56
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manaitumerupakansuatuaturanperundang-undanganinisiatifdarieksekutifkepada

LegislatifDewanPerwakilanRakyatIndonesia.RUU OmnibusLaw Cilakainidalam

teknispenyusunannyaitumenerapkankonsepomnibuslaw yangramaidigunakandi

negaraCommonLaw,sedangkanIndonesiamenerapkansistem hukum Civillaw.Dalam

RUUCilakatersebutmencakupsebelasbidangkebijakansepertiberikutini:

1.Penyederhanaanperizinan

2.Persyarataninvestasi

3.Ketenagakerjaan

4.Kemudaha,pemberdayaan,danperlindunganUMKM danPerkoperasian

5.KemudahanBerusaha

6.DukunganRisetdanInovasi

7.AdministrasiPemerintahan

8.PenerapanSanksi

9.Pengadaantanah,alihfungsilahanpertanian,Pertanahan,danIsuterkaitlainnya

10.InvestasidanProyekStrategiNasional

11.KawasanEkonomi

Perlukitaketahuibersamabahwasannyadalam RUU OmnibusLaw Cilakaini

berjumlah 174 Pasal,tetapisecara substansimemuatbeberapa perubahan dan

pembatalannormaatas79undang-undangyangmenjadiintiaturandalam beberapa

sektor.Kemudian,RUU Cilakainijugamengaturulangkuranglebih500peraturan

pelaksana untuk melengkapipengaturan 11 bidang yang ditulis pada paragraf

sebelumnya.

Mulaidigagaskan sebagaiinisiatifdarieksekutifhingga penyerahannya ke

anggotadewanlegislatif,RUUOmnibusLaw Cilakainisudahmembuatpanasdingin
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situasimasyarakat.Kelompok masyarakatyang sudah sedikitbanyak memahami

hukum,mulaimembacadanmenganalisisisiaturandalam RancanganUUtersebut,dan

banyakyang tidaksetuju dan ada jugayang mendukung inisiatifdariPemerintah

tersebut.

Melihatfenomenatersebut,penulismenganggappentinguntukmengangkatisu

hukum mengenaiomnibuslaw itudalam diskusiperiodik.RUUOmnibusLaw Cilaka

menjadikajianhukum yangmenarikuntukditemukansolusinyaagaramanahkonstitusi

dalam mensejahterakanwarganegaraIndonesiadapattercapaidengansesungguhnya.

II.MasalahatauTopikBahasan

Sesuaidengan uraian darilatar belakang penulisan diatas,maka penulis

menyusunrumusanmasalahdalam makalahiniyaknisebagaiberikut:

1ApakahRUUOmnibusLaw CiptaLapanganKerjaitusesuaidenganrasakeadilan

pekerja/buruh?

2.BagaimanamendesaianulangRUU CiptaLapanganKerjapadaotonomidaerah/

desentralisasi?

III.PEMBAHASAN

Dalam menganalisisRUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjaatauseringdisebut

denganRUUCilakainiadabeberapahalmenarikyangperludidiskusikanbersama.

A.Adanya SentralisasiPerizinan yang berdampak pada Desentralisasi/Otonomi

Daerah.

RUU Cilaka iniakan membuattidak diberlakukan lagipasalterkaitdengan

kewenangandaerahdiUUInduknya.Kewenanganyangtercantum dalam pasaltersebut

akandibalikkankepadaPemerintahPusat.Pengaturantersebutdalam PolitikHukum

bisadenganbanyakcara,sepertihalnyabisadibentukdenganPeraturanPemerintah,

PeraturanMenteri,PeraturanPresiden,danperaturanlainyangmenyangkuttentang

kewenanganPemerintahPusat. PadahalsecarapraktissumberdayaPemerintah
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Pusatdalam mengatursecarakomplekspemerintahdaerahmasihminim,terlebihlagi

setelahadanyapenerapanotonomidaerah.

Maknanyadenganadanyapengambilanwewenangdaridaerahkepusatakan

mengakibatkanpelemahandarisisipemerintah daerah.Dampakyang jelasterasa

adalahadanyapelemahanyangdirasaolehpemerintahdaerah.

SebutsajatentangperubahanterhadapprosesAMDALyangsudahdiketahui

bersamabahwaitumerupakanpembagiankewenanganpemerintahpusat,pemerintah

provinsi,danpemerintahkabupaten/kota.Dalam RUUOmnibusLaw Cilakatersebut

kewenanganmengenaiprosesAMDALakanmenjadikewenanganpenuhpemerintah

pusat,halitutertuangdalam Pasal23angka4RUUCiptaLapanganKerjaaquo,yang

merupakanbentukperubahandariPasal63UUtentangPerlindungandanPengelolaan

LingkunganHidup.14

ProsesIzin

RUUOmnibusLaw CiptaLapanganKerjamembuatsederhanaperihalperizinan

yaitudenganprosespengurusanyangrelatifsingkat,proseduryangterlalurumitserta

biayayangbisadibilangmurah.15 Penyederhanaaninitentusangatmendukungiklim

investasiyangmengharussegalahalharusbergerakcepatmengikutiperubahanzaman.

Penyederhanaanyangpenulismaksudsepertiberikut

Pertama,Pendirianbangunan,RUU Cilakaakanmenghapussegalapersyaratan

administratifyangtercakupdalam persyaratanstatushakatastanah,statushakmilik

bangunangedungsertaizinmendirikanbanguan(IMB).16 Persyaratantersebutdiubah

dengan keharusan bagisetiap bangunan gedung untuk memenuhistandarteknis

14

LihatpadaPasal23angka4RUUCiptaLapanganKerja
15

TerpetikdariBPHN,NaskahAkademikRUUCiptaLapanganKerja,2020,hlm.121.
16

UUNo.28Tahun2002tentangBangunanGedungyangmenyatakanbahwasetiapbangunan
gedungharusmemenuhipersyaratanadministratif danpersyaratanteknissesuaidengan
fungsibangunanGedung.LihatjugaUUNo.28Tahun2002 tentangBangunanGedungPasal7
Ayat(1).
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bangunanagarmenyerupaifungsidanklasifikasibangunan.17

Kedua,PerizinanuntukKegiatanInvestasidanberusaha,dalam RUUOmnibusLaw

Cilaka jugamemanagetentangPerizinanBerbasisResiko.Modelperizinansepertiini

mengharuskanklasifikasiusahayangsyaratperizinannyaakanmengadaptasidengan

resikodariusahatersebut.Penilaianresikoditinjaudariaspekkesehatan,keselamatan,

lingkungan,danataupemanfaatansumberdaya,dilakukandenganmengkalkulasikan

jenisaktivitasusaha,dan/atauketerbatasansumberdaya.18 Sesuaidenganamanah

pasal8 Ayat(7)RUU Cilaka,kegiatan usaha beresiko tinggimemerlukan Izin

mendirikanbangunan.Haltersebut(izin)merupakan persetujuanPemerintahPusat

agarmelakukanaktivitasusahayangwajibdipenuhiolehpelakuusahasebelum usaha

tersebutdijalankanataudikembangkan.

DampakdariaturanpemerintahmengenaiPerizinanBerusahaberbasisresiko

adalahPemerintahharusmenyusuklasifikasiyangcleartentangjenisusahadanjenis

izinyangakanditerapkan.Aturanmengenaiperizinanberusahainiharusdiaturdalam

peraturanpelaksanaannyadidalam PeraturanPemerintah.

B.BidangKetenagakerjaan

RUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjainilebihmemilikikecenderungandalam

peningkatanperekonomian,dankurangmemperdulikanterhadappeningkatankualitas

sumberdaya manusia.Pasal88 RUU Omnibus Law Cilaka menyatakan bahwa

pengaturan yangterupdate yangadadalam RUU inibertujuanuntukmenguatkan

perlindungan kepadatenagakerjadanmeningkatkankepadatenagakerja dalam

mendukungduniainvestasidiIndonesia.Haltersebutdapatdipetikbahwa RUUCilaka

inilebihmengedepankaninvestasisetapembangunanekonomimerupakan halpaling

pentingdalam pembangunansuatubangsa.Kebanyakanperaturanyangsudahdiubah

dandiaturdalam RUUiniacapkalimenyebutkanefisiensidanpeningkatanproduktifitas

tenagakerja.Padahaldalam membicaraproduktifitastenagakerjaituyangterpenting

17

TerpetikdariPasal7Ayat(1)UUNomor28Tahun2002tentangBangunanGedung.
18

LihatPasal8ayat(5)RUUCiptaLapanganKerja.
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adalahpelatihandantraining.Karenadalam ManajemenSumberDayaManusia,apabila

berbicarapeningkatanproduktifitaspekerjaIndonesiaituharusdisertaipelatihandan

trainingyangintens.Pelatihanyangintensakanmembentukpekerjasemakinkreatif

danproduktifdalam bidangpekerjaannya.

Berbicaramengenaiciptalapangankerjamakakitaakanberbicaramengenai

kualitaspekerja.Kualitaspekerjabisadinilaidaripendidikandanpelatihan.Maknanya

bilamana RUU Cipta Lapangan Kerja,maka yang harus dipentingkan itu adalah

pendidikandanpelatihan/training.MaksudnyabilamanapekerjaIndonesiamemiliki

pendidikan yang bagus,pelatihan yang tingkatexcellentmaka pekerja akan lebih

produktifdan kita tidakakan kalah oleh pekerja asing.Kekhawatiran daripenulis

bilamanaRUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjainilangsungdisahkan,tanpaadanya

masukan/partisipasidarimasyarakat,makayangdirugikanadalahpekerjaIndonesia.

TenagakerjaasingmulaimenyerbumasukdilingkungankerjawilayahIndonesia.

Perusahaan mengambiltenaga kerja asing dengan alasan karena pekerja asing

memilikikompetensiyang tidak dimilikioleh pekerja Indonesia.Maknanya RUU

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga harus berfokus untuk meningkatkan

produktifitaspekerjaIndonesia.Denganfokuspadapeningkatanproduktifitaspekerja

Indonesia maka ada atau tidak ada omnibus law,maka pekerja Indonesia akan

sejahtera.Karena dasarfilosofis adanya peraturan adalah untuk mensejahterakan

masyarakat.

a.PerubahanmengenaiUpahMinimum

Setiap1Meiselaludilaksanakanhariburuh,yangmanapadatanggaltersebut

dimanfaatkanolehparaburuhuntukmelampiaskanunek-uneknya,danyangsering

menjadituntutanadalahupahminimum.Dalam UUKetenagakerjaanmengenaiupah

minimum dapatdilihatdariwilayahprovinsidenganupahminimum provinsi(UMP)dan

Upah minimum kabupaten/kota (UMK).Maka dengan adanya RUU Cilaka inihal

tersebut(UMKdanUMP)tidakakanberlakulagi.RUUOmnibusCiptaLapanganKerja

menyatakanbahwapasal88C yakni:(1)Gubernurmenetapkanupahminimum sebagai
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jaringpengaman.(2)Upahminimum sebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan

upahminimum provinsi.

Daripasal88C ayat(1)dan(2)dapatkitatafsiribahwabilamanaRUU Cipta

LapanganKerjainigoaldiDPR,makatidakakanadalagiyangnamanyaUpahMinimum

Kabupaten/Kota,karenayangberlakuadalahUpahMinimum Provinsi.Padahalyang

kitaketahuisaatiniUpah Minimum Kabupaten/Kotalebih tinggidaripadaupah

minimum provinsi.PertanyaannyaseberapaurgenkahpenghapusanUMK itudalam

RUUCilaka?19

b.PerubahanmaknaPemutusanHubunganKerja

Pasal151ayat(1)UUKetenagakerjaanmengaturtentangPemutusanHubungan

Kerjanamundalam RUUCilakaadasedikitperubahantentangpenafsirandariPHK.

Perubahan ini yaknimenghilangkan konsepsiawalmengenaiPHK dalam UU

Ketenagakerjaanyangharusdilihatsebagaisesuatuyangharusdijauhi.RumusanPasal

151Ayat(1)padaRUUOmnibusLaw Cilaka.PHKmerupakanhalyangcukupprivasi

antarapengusahadanpekerja/buruh.Ditambahlagisaatserikatburuhmempunyai

peran krusialbilamana terjadipemutusan hubungan kerja dalam menjembatani

pengusahadanburuh,mediasiyangdilakukanolehserikatpekerjainimenjadicara

penyelesaiansengketaakanterciptawin-winsolution.Namundalam RUUCilaka pasal

151ayat(2)merubahkonsepPHK,yaknipenyelesaianPemutusanHubungankerja

melaluipenetapanlembagapenyelesaianperselisihanhubunganIndustrial.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang hangatsaatinijuga memberikan

kekuasaanyanglebihkepadapengusahadalam pemutusanhubungankerjatanpaperlu

adanya kesepakatan dan/ atau prosedur penyelesaian yang mengharuskan

penyelesaiansecaratripartidanbipartitsesuaidengansengketahubunganindustrial.

Pasal156 RUU Cilaka juga menghilangkan kewajiban perusahaan untuk

memberikanuangpenggantianhak.20 Menilaipentingnyauangpenggantianpadasaat

19

LihatPeraturanPemerintahNomor78Tahun2015tentangPengupahan.
20

Undang-UndangKetenagakerjaanmewajibkanadanyauangpenggantianhak,tapipadaRUU
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pemutusan hubungan kerja maka alangkah baiknya RUU Cilaka mengenaiuang

penggantiansaatPHKperludikajiulang,karenahaltersbeutuntukmelindungihakdari

pekerjayangsudahmengabdikepadaperusahaan.

C.KaitanRUUCiptaLapanganKerjadenganAdministrasiPemerintahah

a.KewenanganPresiden

Dalam RUUCilakapasal164padadasarnyamemangbenarbilamanakewenangan

yangdicantumkandalam peraturanperundang-undanganitumerupakankewenangan

Presiden.21 Dalam doktrinhukum tatanegarayangmenganutasassistem Presidensial,

maka pengaturan tersebutmenarik untuk difikirkan.Masalahnya setelah adanya

reformasiadakonseppembagiankekuasaanantarapemerintahpusatdandaerah.

Yangmanaperaturan-peraturandaerah,sepertiperda,perbupitudiaturolehdaerah

masing-masing.Maknanyapresidentidakbisamengatursecaramenyeluruhperaturan

didaerah.Cumadalam asashierarkiperaturanperundang-undangan,mengharuskan

peraturandibawahtidakbolehbertentangandenganperaturandiatasnya.22

Problem yangmunculbilamanapenerapanRUU OmnibusLaw CiptaLapangan

KerjainiadalahpenghapusanPerda-perdadidaerah,atauperdatersebutdicabutsecara

otomatisolehPemerintahPusat.Padahaldalam paham pengujianperaturanperundang

-undanganharusmelakukanjudicialreview,executivereviewataupunlegislatifreview.

b.PengaturanmengenaiDiskresi

Diskresiataudiscretiondanyanglebihdikenaldenganfreisermessenmerupakan

CiptaLapangan Kerja Pasal156 Ayat(4)mengaturpengusahadapatmemberikan uang
penggantianatuatidakmemberikanuangpenggantian,karenapenafsiran“dapat”adalahpilihan
yangdiambilpengusaha.
21

LihatUndang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukanPeraturanPerundang-
Undangan.
22

Dalam hierarkhiperaturan perundang-undangan yang diajarkan dalam Hans Nawiasky
menerangaknadaUU yang tinggidanUU yang bawah,diIndonesiapenerapanperaturan
perundang-undanganitudiaturberturut-turutsebagaiberikut:(1)UUDNRITahun1945,(2)Tap
MPR,(3)Perppu/UU,(4)PeraturanPemerintah,(5)PeraturanPresiden,(6)PeraturanDaerah
Provinsi,(7)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.LihatUU No.12 Tahun 2011 tentang
PembentukanPeraturanPerundang-Undangan.
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bentukkebijakan pemerintah yang diakibatkan adanya force majeursesuatu yang

mendesakdiperlukankebijakanpolitikhukum segeramungkin.Pasal165RUUCilaka

mengubahbeberapaketentuanpadaUU AdministrasiPemerintahan.Padasatusisi,

pasalinimempermudahdalam menggunakandiskresi.Diskresiitudimaknaisebagai

salahsatucarayangmemberikanruanggerakbagipejabattatausahanegaraatau

badan-badanadministrasinegarauntukmelakukansuatutindakanpemerintah,tanpa

harusharusterikatsepenuhnyapadaundang-undang.Namunbilakitatelisiklebih

dalam lagipada UU AdministrasiPemerintahan terdapatketentuan syaratpenting

diskresiyakniketikatidakmelanggarperaturanperundang-undangan.

Padasatusisi,RUU Cilakamembuatdiskresicukuplebardenganmekanisme

kontroldanpengawasanyangtidakcukupefektif.Masalahinicukupbahayabilamana

disalahgunakansepertiadanyaKolusi,korupsidannepotisme.Danakanmerugikan

keuangannegarabilamanatanpaadanyapengawasanyangkuat.MakaRUUcilakaini

masihperludiperbaikidalam sistem pengawasanpelaksanaandaridiskresiitusendiri.

JangansampaiRUUOmnibusLaw Cilakayangbaik,malahdisalahgunakanbilamana

tanpaadanyapengawasanyangbaikdalam penggunaankuasaanggaran.

c.MaknadariOtonomiDaerah

PadaPasal166-167RUUCiptaLapanganKerjainimerupakanpasalyangbisa

disamakandenganUUsapujagat,yangmengaturbanyaknyaUUdiaturdalam satuUU

danitutidakmudahdalam kontroldanpelaksaannya.Terlebihlagibagipemerintah

daerah,karenarezim sentralisasiyangpernahkitaterapakansudahberubahdengan

konsep otonomidaerah (dekonsentrasi).Pembagian kekuasaan pusatdan daerah

dalam pelaksaanRUUCilakainimenjadipointyangperluuntukditatalebihjauh.

Bilamanasistem sentralisasiatauterpusatdihidupkankembali,makakitaakan

melakukan kemunduran dalam demokrasi.Praktik ketatanegaraan saatinisistem

otonomidaerahmulaisemakindewasa,haliniterbuktidalam pemiludanpeningkatan

kesejahteraan didaerah semakin meningkatdariwaktu kewaktu.Makamemang

otonomidaerahada kelemahan,tapihanyaperluperbaikansetahapdemisetahap,
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tidakuntukmundurkembalikemasaordebaru.

IV.KESIMPUANDANSARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan pendapat yang penulis sampaikan diatas,kamimenyimpulkn

beberapahal.Pertama,RUU OmnibusLaw CiptaLapanganKerjamemilikibeberapa

koreksi yang lebih dalam khususnya dalam aspek paradigma serta substansi

pengaturanmengenaiPHK,Izin,sertaOtonomiDaerah(Desentralisasi)

Kedua,niatanadanyaRUUOmnibusLaw Cilakayakniuntukmengurangiadanya

hyperregulation(banyaknyaperaturanperundang-undangan),namundalam RUUmalah

menciptakan aturan turunan yang membuatsemakin banyaknya aturan baru yang

dimunculkan.

B.Saran

MakaseyogyanyaRUUOmnibusLawCiptaLapanganKerjainiperludiaturulang

dengantetapmengikutsertakanmasyarakatluasdalam memberikanmasukandan

pandangandemisempurnanyaRUUCiptaLapanganKerjaini.
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BENTUKKETERBUKAANRAHASIAMEDISDALAM SITUASIPANDEMI

VIRUSCOVID19DIINDONESIA

Afdhal

Irvansyah

FakultasHukum UniversitasBorneoTarakan

Email:afdhalmr1@gmail.com

Abstract

The rightto confidentiality orprivacy is something unique between a patient's
relationshipwithadoctorbecauseitisbasedontrust.Thispatient-doctorrelationshipisunique
becausethepatientbelievesinthedoctor'sabilityandthepatientbelievesthedoctorwillkeep
thepatient'ssecret.Theinfluenceofthecovid19outbreakhasmadepeoplenervousandafraid
becausethevirusisveryeasytospreadandspreadsglobally.Thecommunityaskstoopen
datarelated to thesecretsofCovid 19 patients,bothintheform ofnames,addresses,
symptoms,diagnosis,andinteractionsthathavebeenmade.Patientdatawhichisclassifiedas
abasicrighttoprivacyisanimportantcomponentinbreakingthechainofthespreadofCovid
19becausethegovernmenthasimplementedlarge-scalesocialrestrictionsincertainareasto
maintainsocialinteractionssothatthecommunitycanavoidexposuretothisvirus.Thisneeds
tobestudiedindepthregardingtheFormsofDisclosureofMedicalSecretsinthePANDEMIC
Covid19SituationinIndonesia.

Thistypeofresearchisnormativejuridicalresearchorwhatisknownasdoctrinal
research.Normativejuridicalresearchisresearchthatlooksatproblemsthroughtheaimsand
objectives to be achieved using surgicaltools in the form ofstatutoryregulations and
regulationsinaformalhierarchyofregulationsaswellastheoreticalstudiesofupdatedand
modernliterature.

Covid19PatientInformationisdatastoredinmedicalrecordsthatcanbeprovided
basedonpatientconsentorthelaw.ButinArticle57paragraph(2)ofHealthLaw,therightto
confidentialityisexcluded,oneofwhichisforthebenefitofsociety.Thedoctor'sobligationto
keepinformationrelatedtothepatient'smedicalconditionisanobligationasdescribedinthe
RepublicofIndonesiaMinisterofHealthRegulationNumber269/MENKES/PER/III/2008
concerning MedicalRecordsbutin theeventofan outbreakorpandemiccovid 19,the
disclosure ofsecrets is carried outwith the covid procedure,namelybyevaluating the
interactionofpatientswhohavebeeninSWABPositiveandcarryoutself-isolationforCOVID19
patientswithoutsymptomsandmedicalisolationforpatientswithsymptoms.

Keyword:Information,Covid19,Hukum,Privacy

PENDAHULUAN

Manusiadanhukum adalahsuatukesatuanyangtidakdapat dipisahkan.manusia
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akan selalu  menanyakan eksistensinya sebagai makhluk hidup di dunia ini,

sebagaimanadijelaskanolehCiceroyaitudimanasetiapmasyarakatdisituadahukum

(IbisocietasIbiIus)yangmanamengidentifikasikanbahwasetiapaktivitasmasyarakat

pastiadahukumnya.Schuytmenjelaskanhukum merupakansistem yangterdiridari

tiga komponen yang dimana tiga komponen yang dimaksud adalah keseluruhan

peraturanhukum normadanketetapanyangdilukiskansebagaisistem pengertian,

keseluruhan organisasidan lembaga yang mengemban fungsidalam melakukan

tugasnyadankeseluruhanketetapanpenanganansosialKonkrit. 23

Manusiadidalam mengupayakankesehatannyasangattergantungkepadakeadaan

lingkunganolehkarenanyamanusiatidakhanyaberorientasikepadakeadaandirinya

tetapijuga wajib untuk memelihara keadaan lingkungannya serta menghargai

kesehatan manusia lainnya.Lingkungan yang menjadifaktorutama yaitu aspek 

wilayah atau tempatmemilikiperan yang sangatpenting. faktorsejarah telah

membuktikan bahwa perkembangan kesehatan sangatditentukan oleh lingkungan

contohpadaabadke-13sampaike-17terjadiyangdinamakansebagaiendemikPES.

EndemikiniterjadidiCinadanIndiadiperkirakandiIndiaMesirsertaGasa13ribuorang

meninggaltiapharinyaselamawaktutersebutjumlahkematianmencapai60jutaorang,

peristiwatersebutdikenaldenganTheBlackDeath.Peristiwainidisebaabkanoleh

lingkunganyangkotordanmenjaditempatberkembangbiaknyatikussebagaisumber

penyebaranvirus.

Coronavirus ataucovid19 merupakanvirusfluturunandarivirusSarsdengan

tingkatpenyebaranyangtergolongtinggikarenadapatditularkanmelaluidropletatau

tetesanairtubuhmanusia.DataKementerianKesehatanterkaitdenganperkembangan

kasus pneumonia wuhan 2019 menjelaskan pada tanggal30 Desember2019

pernyataan urgentnotisonthetreatmentpneumoniaofunknowncause.Pasienyang

diidentifikasiadalahpasienyang24mengalamigangguanpernafasanberat dimana

23

SabirAlwyandAfdhalAfdhal,“PERJANJIANTERAPEUTIK SEBAGAI DASAR BAGIDOKTER
DALAM MEAKUKANPENANGANANMEDIS,”JURNALAKTAYUDISIA,2019.
24

WorldHeartOrganition(WHO),“TentangNovelCoronaVirus”,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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suspekterusmeningkatmencapai59orangdengan7kasusdalam kondisiberatsemua

dikarantinadan163tempatrapatdikarantina.Whomenyimpulkanbahwavirusini

adalahvirusyangsatufamilidenganvirusadandipaparkandalam virological.orgoleh

UniversitasfudanShanghai.padatanggal9Januari2020WHOmengkonfirmasibuku

novelCoronavirusatauvirusCoronayangbarutelahberhasildiisolasidarisatukasus

yang dirawatdirumah sakitjumlah kasus konflik sebanyak 41 kasus dengan 1

kematian.

Pasiencovid19atauCoronavirusmerupakan pasienyangmemilikigejalaklinis

baikituringansampaipadagejalaklinisyangtergolongberatsertamembutuhkan

penangananmedisyangdilakukanolehseorangdokter. Coronavirusmerupakanvirus

yangbersumberdarisuatuwilayahWuhandiNegaraCinayangtelahmenjadipandemic

berdasarkanketetapanWorldHealthOrganization(WHO). 

Pasienyangmemilikihakataspemeliharaankesehatantherighttohealthcare

diaturoleh4faktoryaitufaktorsaranakesehatan yangmemadaidisesuaikandengan

keadaanklinisdaripasien,yangkeduaadalahfaktorgeografis initerkaitdenganjenis

penyakityangseringditemukandiwilayahtertentu,faktorfinansialataukeuangan 

pasienyangtidaksemuanyasamasehinggamembutuhkanpenanganankesehatan

secaraadildisaranakesehatanagarmendapatkanpelayananyangberkualitas. Pasien

memilikihakuntukmenentukandirisendiriyangdibagidua yaituhakatasprivasidan

hakatasbadansendiri.25

Hakatasprivasisebagaimanadijelaskandalam kamusBlacklaw dictionarytobe

aloneyangdimanasifatnyatidakmutlakdipengaruhiolehsistem didalam masyarakat

sertadipengaruhiolehposisiataupunperanpasientersebutdilingkungannya26.Hak

atasrahasiaataupunprivasimerupakansesuatuyangunikhubunganpasiendengan

dokterkarenadilandaskanataskepercayaan.Hubunganpasiendandokteriniunik

karenadianggappasienpercayadengankemampuandokterdanpasienpercayadokter

25

HermienHadiatiKoeswadji,“Hukum KedokteranDiDuniaInternasional,”inMedicalLaw
(Jakarta,1994),3.
26

AlexanderHamiltonFreyandHenryCampbellBlack,“Black’sLawDictionary,”Universityof
PennsylvaniaLawReviewandAmericanLawRegister,2006,https://doi.org/10.2307/3308065.
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akan menjaga rahasia pasien. Ruang lingkup rahasia kedokteran sebagaimana

dijelaskan didalam undang-undang nomor29 tahun 2004 terkaitdengan praktik

kedokteran mendefinisikan rahasia kedokteran didalam dua aspekyang pertama

adalahsegalasesuatuyangolehpasiensecaradisdariatautidakdisdaridisampaikan

kepadadokterdansegalasesuatuyangolehdoktertelahdiketahuiwaktumengobati

danmerawatpasien.Hak-hakmendasarterkaitdengankerahasiaanpasienyangwajib

untukdijagaolehdoktermerupakansuatukewajibanyangdiaturolehundang-undang

danmemilikisanksiapabilatenagakesehatanyaitudoktermelanggaraturantersebut.

DataWHOterkaitdenganpasienyangdinyatakanpositifdikonfirmasibertambah

3,76jutajiwa dengankategorisembuh1,25orangdanmeninggalduniasebanyak264

RibuorangdiIndonesiasendirisampaisaatiniyangterkonfirmasipositifadalah12.438

orang dimana pasien yang sembuh berjumlah 2.317 orang dan pasien yang

meninggalberjumlah895orang.27

Pengaruhwabahcovid19membuatmasyarakatmenjadigelisahdanketakutan

disebabkanolehpenyebaranvirusyangsangatmudahdanmenyebarsecaraglobal.

Masyarakatmemintauntukmembukadataterkaitrahasiapasiencovid19baikitu

berupanama,alamat,gejala,diagnosis,sertainteraksiyangdilakukan.Datapasienyang

tergolongsebagaihakdasarprivacymenjadikomponenyangpentingdalam memutus

mata rantai penyebaran covid 19 dikarenakan pemerintah telah menerapkan

pembatasansocialberskalabesardidaerahtertentuuntukmenjagainteraksisosial

agarmasyarakatdapatterhindardaripaparanvirusini.Haliniyangperludikajisecara

mendalam terkaitBentukKeterbukaanRahasiaMedisDalam SituasiPendemicVirus

Covid19DiIndonesia.

A.RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makarumusanpermasalahandalam usulan

penelitianiniadalah:

27

WorldHeartOrganition(WHO),“TentangNovelCoronaVirus”,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

38|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

1.Bagaimanakah Mekanisme Berdasarkan Hukum FormilMembuka Data

RahasiaMedisPasienCovid19diIndonesia?

2.BagaimanakahbentukinformasiRahasiaMedispasiencovid19yang diberikan

kepada masyarakatumum diIndonesia agartidak melanggarketentuan

perundang-undangan?

A.TujuanPenelitian

Berkenaandenganrumusanmasalahdiatas,penelitiandosenpemulainibertujuan

untuk:

1.MengetahuicaramembukadatarahasiamedispasienCovid19diIndonesia.

2.mengetahuibentukinformasiRahasiaMedispasiencovid19yangdapat

diberikan kepada masyarakatumum diIndonesia agartidak melanggar

ketentuanperundang-undangan.

D.ManfaatPenelitian

1.Penelitianinidiharapkandapatmemberikanpengetahuanbagipihak-pihakyang

terdampak oleh virus covid 19 agar dapat secara efektif menghindari

lingkunganyangdikategorikanberbahaya

2.Penelitianinidiharapkanmampumenjadisolusidalam memutusmatarantai

penyebarancovid19

TINJAUANPUSTAKA

A. HubunganDokterdanPasien

Dokter,merupakansalahsatutenagamedisyangdapatdiambilsebagaipihakyang

melakukanataumelaksanakanpelayanankesehatan.Pengertiandokterdapatdillihat

pada ketentuan Pasal1 angka 2 Undang-Undang Nomor29 Tahun 2004 tentang
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PraktekKedokteran,yaitu:

“DokterdanDoktergigiadalahdokter,dokterspesialis,doktergigi,dandandoktergigi

spesialislulusanpendidikankedokteranataukedokterangigibaikdidalam maupun

diluarnegeriyangdiakuiolehPemerintahRepublikIndonesiasesuaidengaperaturan

perundang-undangan”.28

Daripenjelasandiatasmakadoktermerupakansebagaipengembanprofesiyang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan

keterampilanmelaluipendidikandibidangkesehatanyangmelakukanupayakesehatan

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Pasien adalah orang sakityang

dirawatolehdokterdantenagakesehatanlainnyaditempatpraktekataurumahsakit29.

Pasienadalahorangyangmenjadisasarandalam usaha-usahapenyembuhanyang

dilakukanolehdokteratautenagakesehatanlainya.Sebagaisubjekhukum pasien

mempunyaihakdankewajibanyangharusdipahamibaikolehpasien,doktermaupun

rumahsakitsebagaisalahsatutempatdiselenggarakanyaprofesikedokterandemi

tercapainyatujuanupayakesehatansesuaidenganketentuanUndang-UndangNo.44

Tahun2009Pasal1angka1TentangRumahSakityaitu:

“Pasienadalahsetiaporangyangmelakukankonsultasimasalahkesehatannyauntuk

memperolehpelayanankesehatanyangdiperlukanbaiksecaralansungmaupuntidak

lansungdirumahsakit”.30

B.RumahSakit

RumahSakit,dapatdiartikansebagaisaranapelayanankesehatan.Selainitu,

rumahsakitjugadapatmerupakansuatutempatbagitenagamedisberkumpulatau

28

PresidenRepublikIndonesia,“UndangUndangRepublikIndonesiaNomor29Tahun2004
TentangPraktikKedoteran,”UndangUndangPraktikKedokteran,2004,
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
29

SoerjonoSoekanto,“HakDanKewajibanPasienMenurutHukum Kesehatan,”JurnalHukum &
Pembangunan,1990,https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no2.884.
30

RepublikIndonesia,“UURIMomor44Tahun2009TentangRumahSakit,”Jakarta,2009,
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
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lokasidimanaberbagaitenagaahliataupadatkaryadanjugamerupakanlembaga

padatmoral,padatteknologidan padatwaktu.Rumah sakitmerupakan pusat

pelayananmedisataujugapelayanankesehatan,sebagaimanasesuaidenganUndang-

UndangRumahSakitNo.44tahun2009Pasal1angka1yaitu:

“RumahSakitadalahinstitusipelayanankesehatanyangmenyelenggarakanpelayanan

kesehatanperorangansecaraparipurnayangmenyediakanpelayananrawatinap,rawat

jalan,dangawatdarurat”.Rumahsakitmerupakanpusatpelayananmedisataujuga

pelayanan kesehatan,sebagaimana menurut A. Azwar untuk terselanggaranya

pelayananmedisyangbaik,banyaksyaratyangharusdipenuhi,mencakup8(delapan)

halpokokyaitutersedia(available),wajar(appropriate),berkesinambungan(continue),

dapatditerima(acceptable),dapatdicapai(accesible),dapatdijangkau(affordable),

efisien(effecient),danbermutu(quality).Pelayanankesehatanmerupakansalahsatu.

upayayangdapatdilakukanuntukmeningkatkanderajatkesehatanbaikperseorangan,

maupunkelompokatatumasyarakatsecarakeseluruhan.Pelayananmedismerupakan

suatubentukupaya,yangdiberikanolehtenagamedisdokter/doktergigi31danperawat

sesuaiyangdiaturdalam Pasal1angka1Undang-undangKesehatanNo.36Tahun

2009yaitu:32

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atauu serangkaian kegiatan yang

dilakukansecaraterpadu,terintegrasidanberkesinambunganuntukmemeliharadan

meningkatkan derajatkesehatan masyarakatdalam bentuk pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh

pemerintahdanataumasyarakat”

C.Rekam Medis

Rekam medismerupakancatatan/tulisan-tulisanyangdibuatolehdokterataudokter

gigimengenaitindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka

pelayanankesehatan.Sedangkandokumenadalahcatatandokter,doktergigi,dan/

atau tenaga kesehatan tertentu,laporan hasilpemeriksaan penunjang,catatan

observasidanpengobatanhariandansemuarekaman,baikberupafoto radiologi,

gambarpencitraan(imaging),danrekamanelektro diagnostik.Penjelasantersebut

31

azwarAzrul,PengantarAdministrasiKesehatan,EdisiKeEnam.,BinaRupaAksara;Jakarta,
2010,https://doi.org/10.1378/chest.07-1909.
32

PresidenRI,UURINo36TentangKesehatan,UURINo362009,issued2009.
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sesuaidenganPermenkesNo.269Tahun2008Pasal1

Ayat(1),(6),dan(7)tentangRekam Medisyangmengaturbahwa:

1)“Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catan dan dokumen tentang

identitaspasien,pemeriksaan,pengobatan,tindakan dan pelayanan lainyang

telahdiberikankepadapasien.”

6)Catatanadalahtulisanyangdibuatolehdokterataudoktergigitentangsegala

tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan

kesehatan7)

7)Dokumenadalahcatatandokter,doktergigi,dan/atautenagakesehatantertentu,

laporanhasilpemeriksaanpenunjang,catanobservasidanpengobatanharian

dan semua rekaman baik,baik berupa foto radiologi,gambarpencitraan

(imaging),danrekamanelektrodiagnostik.

Rekam medisharusdibuatsecaratertulis,lengkapdanjelassertadalam bentuk

informasielektronik.Rekam medisterdiridaricatatan-catatanyangdianggappenting

danberhubunganlangsungdengandatasertainformasiyangdibutuhkanolehdokter

ataudoktergigidalam menentukankeputusanbaikberupapengobatan,penanganan,

ataupun tindakan medis lainnya.Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui

pencatatan dan pedokumentasian hasilpemeriksaan,pengobatan,tindakan,dan

pelayananlainyangtelahdiberikankepadapasien.Setiappencatatanpadarekam

medisharusdibubuhinama,waktudantandatangandokter,doktergigiatautenaga

kesehatantertentuyangmemberikanpelayanankesehatansecaralangsung.

Bila terjadikesalahan dalam melakukan pencatan dalam rekam medis dapat

dilakukan pembetulandengan carapencoretan tanpamenghilangkan catatanyang

dibetulkandandibubuhiparafdokter,doktergigiatautenagakesehatantertentuyang

bersangkutaninisesuaidenganPermenkesNo269Tahun2008Pasal5ayat5dan

KerahasiaanMedikDalam PraktikKedokteran
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Rahasiamedicmerupakanbagiandarihakdasarkesehatanseorangindividuyaituha

katasprivacy.Setiaptenagakesehatanwajibuntukmerahasiakantindakanmedisyang

dilakukankepadaseorangpasien.

Pasal48Undang-UndangPraktikKedokteranMenjelaskan:

1)Setiapdokterataudoktergigidalam melaksanakanpraktikkedokteranwajib

menyimpanrahasiakedokteran

2)Rahasiakedokterandapatdibukahanyauntukkepentingankesehatanpasien,

memenuhipermintaan aparaturpenegak hukum dalam rangka penegakan

hukum,permintaan pasien sendiri,atau berdasarkan ketentuan perundang-

undangan

3)Ketentuanlebihlanjutmengenairahasiakedokterandiaturdenganperaturan

menteri

Pasal57Undang-UndangKesehatanNomor36Tahun2009menjelaskan

Setiaporangberhakatasrahasiakondisikesehatanpribadinyayangtelahdikemukakan

kepadapenyelenggaraanpelayanankesehatanKetentuanmengenaihakatasrahasia

kondisikesehatanpribadi,tidakberlakudalam hal:

(a)PerintahUU
(b)Perintahpengadilan
(c)Izinyangbersangkutan
(d)Kepentinganmasyarakat
(e)Kepintanganorangtersebut

RahasiakedokteranadalahSesuatuyangberhubungandenganhalyangditemukanoleh

dokterdandoktergigidalam rangkapengobatandandicatatdalam Rekam Medisyang

dimilikipasienbersifatrahasia(PenjelasanPasal38(1)Undang-UndangRumahSakit)

PEMBAHASAN

HakdasarmanusiasebagaimahlukhidupciptaanAllahSWTyangdibagidalam 2
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hakdasarkesehatanyaituHakdasarsosialdanhakdasarindividumerupakanhakyang

melekatsejakkitadilahirkan.Konstitusisebagaiaturandasarkenegaraanmenjamin

haksetiapwargaNegarauntukmendapatkanhakataspemeliharaankesehatan.Hak

pemeliharaankesehatan(therighttohealthcare)sangatpentingbagisetiapindividu

gunamewujudkankehidupanyangproduktifolehkarenanyaadabeberapafactoryang

mempengaruhinyayaitu

a.FaktorSaranaKesehatan

b.FaktorGeografis

c.FaktorFinansial/keuangan

d.FaktorKualitas

Hakdasarmanusiatidakdapatditentukanolehaturanyangdibuatpemerintah

karenahaktersebutmerupakankodrathumanisyangdimilikisetiaporangsemenjakdia

dilahirkan.Hak untuk menentukan dirisendiri/nasib sendiri(the right of self

determination)merupakanhakyangdibagiatashakatasprivacydanhakatasbadan

sendiri.Hak atas privacy sebagaikemampuan suatu individu untuk mengontrol

informasimengenaidiripribadidengan tujuan melindungikehidupan dan urusan

personalnyamerupakansuatuupayayangdilakukanuntukmengamankandiridari

pengaruhpublik.Hakpelanggaranterhadapprivasimenjadihalyangsangatpenting

karenadapatmengakibatkankesalahaninterpretasiterhadapsuatuinformasiyang

pada akhirnya menjadimasalah hukum.Negara sebagaiorganisasitertinggiyang

mengaturhaksetiapwarganegaranyawajibuntukmengaturhakprivasisetiapwarga

Negaraagartidakmengangguinformasipublikyangditerimamasyarakat.

KamusBlack’sLaw mengartikanhakatasprivacysebagaitobeletaloneartinya

sebagaiindividuzoonpoliticonmanusiajugamemilikihakuntukmenguruskepentingan

pribadinya.Hatatasprivacysifatnyatidakmutlak karenadipengaruhiolehsitem yang

adadimasyarakatyaitusystem pemerintahanyangmenjadimesinpenggeraksegala

kebijakan dalam bernegara.Budaya pada masyarakatjuga menjadiaspek yang
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mempengaruhiseorangindividudalam mengamankandirinyadimasyarakatcontoh

bagiNegarabarathamiltanpahubunganpernikahanmerupakanhalyangwajartetapi

bagikitamasyarakatyanghidupdantinggaldiIndonesiamerupakanhalyangterlarang

sertamembuatsetimennegatifdimasyarakat.

Pasienyangdatangkedokterdengantujuanuntukkonsultasimasalahkesehatanya

memilikihubunganyangunikkarenayangmenjaditujuandokterbukanmenyembuhkan

tetapiupaya yang dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan kompetensinya.

Inspaningverbitenis merupakan bentuk prestasiyang tujuanya bukan pada hasil

resultatverbitenistetapipadaprosesyangtelahdiaturberdasarkanstandarprofesi,

standarpelayanan,danstandarproseduroperasional.

Prosespelayanankesehataberdasarkanstandarprofesisangatditentukanoleh

kompetensiseorangdoktersertainformasiyangdiberikanolehpasien.Informasiyang

diberikan oleh pasien adalah segala sesuatu yang secara sadaratau tidaksadar

disampaikankepadadokter.Informasiyangbersumberdarisegalasesuatuyangoleh

dokterdiketahuiketikamelakukandiagnosisdanmerawatpasieninidisusundan

dicatatdalam rekam medispasien.

Padapasal28Hayat(1)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun

1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

kemudian dalam pasal34 ayat(3)dinyatakan Negara bertanggung jawab atas

penyediaanfasilitaspelayanankesehatandanfasilitaspelayananumum yanglayak.

Sehubungandenganpenyelenggaraan,makaperananfungsihukum sebagaisocial

engineeringpadaterjadinyaperkembanganilmu.

PadaBidangkesehatanperubahantatanilaidanpemikiranmasyarakatsertatingkat

pendidikanmasyarakat,yangmendorongtuntutanmasyarakatakanadanyapelayanan

kesehatan yang bermutu dan adanya kepastian hukum baik pemberipelayanan

kesehatan(healthprovider)maupunpenerimakesehatan(healthreceiver).

Undang-undangNo.44Tahun2009tentangRumahSakitdibentukdalam rangka

memberikankepastiandanperlindunganhukum untukmeningkatkan,mengarahkan,
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danmemberikandasarbagipengelolaanrumahsakitsecaramenyeluruh.Dalam pasal

3 disebutkan penyelenggaan rumah sakitbertujuan untuk mempermudah akses

masyarakatuntukmendapatkan pelayanan sehatan dan memberikan perlindungan

terhadapkeselamatanpasien,masyarakata,lingkunganrumahsakitdasnsumberdaya

manusiadirumahsakit.

Padapasal2penjelasanUndang-UndangNo.36Tahun2009tentangkesehatan

dinyatakanbahwapembangunankesehatanharusmemperhatikanberbagaiasasyang

memberikanarahpembangunankesehatan.Asasyangkeempatdaripasaltersebut

adalah asas perlindungan berartibahwa pembangunan kesehatan harus dapat

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberidan penerima

pelayanankesehatan.Asastersebutdilaksanakanmelaluiupayakesehatan.

Undang-Undang No.44Tahun2009tentangRumahSakit pasal19,rumahsakit

dapat dibagiberdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,rumah sakit yang

dikategorikanrumahsakitumum danrumahsakitkhusus.Rumahsakitumum yaitu

rumahsakityangmemberikanpelayanankesehatanpadasemuajenisbidangdanjenis

penyakit.RumahsakitKhususyaiturumahsakityangmemebrikanpelayananutama

padasatubidangdanjenispenyakitteretentuberdasarkandisiplinilmu,golonganumur,

organ,jenispenyakitataukekhususanlainnya.

Perandanfungsirumahsakitsebagaitempatuntukmelakukanpelayananmedisyang

proporsionalakaneratkaitannyadengan3(tiga)unsur,yaituterdiridari:(1)unsurmutu

yangdijaminkualitasnya,(2)Unsurkeuntunganataumanfaatyangtercermindalam

mutu pelayanan,(3)Hukum yang mengaturperumahsakitan secara umum dan

kedokteran/ataumedikkhususnya.

MenurutWatersdan Murphy:Kompendium (Ikhtisar)yang berisiinformasi

tentang keadaan pasien selama perawatan atau selama pemeliharaan kesehatan.

MenurutEdnaKHuffman:Rekam medisadalahberkasyangmenyatakansiapa,apa,

mengapa,dimana,kapandanbagaimanapelayananyangdiperolehseorangpasien

selamadirawatataumenjalanipengobatan.
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Dalam Undang-UndangPraktikKedokteranRepublikIndonesiaNo.29Tahun2004,

Pasal46:

1.Setiap dokteratau doktergigidalam menjalankan praktikkedokteran wajib
membuatrekam medis,

2.Rekam medissebagaimanadimaksudpadaayat(1)harussegeradilengkapi
setelahpasienselesaimenerimapelayanankesehatan,

3.Setiapcatatanrekam medisharusdibubuhinama,waktu,dantandatangan
petugasyangmemberikanpelayananatautindakan.

Pasal47menyatakanbahwa:

1. rekam medissebagaimanadimaksuddalam pasal46merupakanmilikdokter,
doktergigi,atau sarana pelayanan kesehatan sedangkan isirekam medis
merupakanmilikpasien

2.Rekam medissebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusdisimpandandijaga
kerahasiaannyaolehdokterataudoktergigidanpimpinansaranapelayanan
kesehatan,

3.Ketentuanmengenairekam medissebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)
diaturdenganPeraturanMenteri.

Peraturan MemteriKesehatan No :269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam
MedisPasal1ayat(1)menyatakanbahwa rekam medisadalahberkasyangberisi
catatandandokumententangidentitaspasien,pemeriksaan,pengobatan,tindakandan
pelayananlainyangtelahdiberikankepadapasien.Pasal1angka7PermenkesNo
269/MENKES/PER/III/2008tentangRekam Medismenyatakandokumenadalahcatatan
dokter,doktergigidan/atautenagakesehatantertentu,laporanhasilpemeriksaan
penunjang,catatanobservasidanpengobatanhariandansemuarekaman,baikberupa
fotoradiologi,gambarpencitraan(imaging)danrekamanelektrodiagnostic.

Rekam medis terdiridaricatatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam

pelayanankesehatan.Catatan-catatantersebutsangatpentinguntukpelayananbagi

pasien kerana dengan data yang lengkap dapat memberikan informasidalam

menentukankeputusanbaikpengobatan,penanganan,tindakanmedisdanlainnya.

Dokterataudoktergigidiwajibkanmembuatrekam medissesuaiaturanyangberlaku.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

269/MENKES/PER/III/2008tentangRekam Medis,isirekam medisdibedakanmenurut

pasiennya,yaitu:
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1.Isirekam medisuntukpasienrawatjalanpadasaranapelayanankesehatan
sekurang-kurangnyamemuat:

2.IdentitasPasien

3.Tanggaldanwaktu

4.Hasilanamnesisi,mencakupsekurang-kurangnyakeluhandanriwayatpenyakit

5.Hasilpemeriksaanfisikdanpenunjangmedic

6.Dignosis

7.Rencanapenatalaksanaan

8.Pengobatandan/atautindakan

9.Pelayananlainyangtelahdiberikankepadapasien

10.Untukpasienkasusgigidilengkapidengam odontogram klinik

11.Persetujuantindakanbiladiperlukan

Isirekam medisuntukpasienrawatinapdanperawatansatuharisekurang-kurangnya

memuat:

1.Identitaspasien

2.Tanggaldanwaktu

3.Hasilanamnesis,mencakupsekurang-kurangnyakeluahandanriwayatpenyakit

4.Hasilpemeriksaanfisikdanpenunjangmedic

5.Diagnosis

6.Rencanapenatalaksanaan

7.Pengobatandan/atautindakan

8.Persetujuantindakanbilaperlu

9.Catatanobservasiklinisdanhasilpengobatan

10.Ringkasanpulang(dischargesummary)

11.Namadantandatangandokter,doktergigiatautenagakesehatantertentuyang
memberikanpelayanankesehatan
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12.Pelayananlainyangdilakukanolehtenagakesehatantertentu,dan

13.Untukpasienkasusgigidilengkapidenganodontogram klinik

Isirekam medisuntukpasiengawatdarurat,sekurang-kurangnyamemuat:

1.Identitaspasien

2.Kondisisaatpasientibadisaranapelayanankesehatan

3.Identitaspengantarpasien

4.Tanggaldanwaktu

5.Hasilamnesis,mencakupsekurang-kurangnyakeluhandanriwayatpenyakit

6.Hasilpemeriksaanfisikdanpenunjangmedic

7.Diagnosis

8.Penjgobatandan/atautindakan

9.Ringkasankondisipasiensebelum meninggalkanpelayananunitgawatdarurat
danrencanatindaklanjut

10.Namadantandatangandokter,doktergigi,atautenagakesehatantertentuyang
memberikanpelayanankesehatan

11.Sarana transportasiyang digunakan bagipasien yang akan dipindahkan ke
saranakesehatanlainnya,dan

12.Pelayananlainyangtelahdiberikankepadapasien

13.Isirekam medispasiendalam keadaanbencanasamadenganisirekam medis
padano.3,namunterdapattambahan,yakni:

a.Jenisbencanadanlokasidimanapasienditemuka

b.Kategorikegawatandannomorpasienbencanamassal,dan

c.Identitasyangmenemukanpasien:

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

269/MENKES/PER/III/2008tentangRekam Medisadalah:

Dokter,doktergigidan/atautenagakesehatantertentubertanggungjawabatascatatan

dan/ataudokumenyangdibuatpadarekam medis
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Penyimpanandanpemusnahan

a.Rekam medis pasien rawatinap dirumah sakitwajib disimpan sekurang-
kurangnyauntukjangkawaktu5MenurutPeraturanMenteriKesehatanRepublik
IndonesiaNomor269/MENKES/PER/III/2008tentangRekam Medis,isirekam
medisdibedakanmenurutpasiennya,yaitu5(lima)tahunterhitungdaritanggal
terakhirpasienberobatataudipulangkan

b.Detelahbataswaktu5(lima)tahundilampaui,rekam medisdapatdimusnahkan
kecualiringkasanpulangdanpersetujuantindakanmedic

c.Ringkasanpulangdanpersetujuantindakanmedicharusdisimpanuntukjangka
waktu10(sepuluh)tahunterhitungdaritanggaldibuatnyaringkasantersebut

d.Penyimpanan rekam medic dan ringkasan dilaksanakan oleh petugas yang
ditunjukolehpimpinansaranapelayanankesehatan

e.Rekam medispadasaranapelayanankesehatannonrumahsakitwajibdisimpan
sekurang-kurangnya2(dua)tahunterhitungdaritanggalterakhirpasienberobat

f. Setalahbataswaktu,rekam medisdapatdimusnahkan

g.Kerahasiaan

Informasitentangidentitas,diagnosis,riwayatpenyakit,riwayatpemeriksaandan

riwayatpengobatanpasienharusdijagakerahasiaannyaolehdokter,doktergigi,tenaga

kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan

kesehatanInformasitentangidentitas,diagnosis,riwayatpenyakit,riwayatpemeriksaan

danriwayatpengobatandapatdibukadalam hal:

1.Untukkepentingankesehatanpasien

2.Memenuhipermintaan aparaturpenegak hukum dalam rangka penegakan

hukum atasperintahpengadilan

3.Permintaandan/atauperseyujuanpasiensendiri

4.Permintaaninstitusi/lembagaberdasasarkanketentuanperundang-undagan

5.Untuk kepentingan penelitian,pendidikan,dan auditmedis,sepanjang tidak

menyebutkanidentitaspasien.Dengansyaratharusdilakukansecaratertulis

kepadapimpinansaranapelayanankesehatan
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Penjelasantentangisirekam medishanyabolehdilakukanolehdokterataudokter

gigiyang merawatpasien dengan izin tertulispasien atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan.Pimpinansaranapelayanankesehatandapatmenjelaskanisi

rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien

berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hak pasien dalam informasitentang

rekam medisberdasarkanPermenkesRINomor269/MENKES/PER/III/2008tentang

Rekam Medispasal12 dikatakan bahwa berkasrekam medisdalah miliksarana

pelayanankesehatandanisirekam medisadalahmilikpasien.Bentukringkasanrekam

medisdapatdiberikan,dicatat,ataudicopyolehpasienatauorangyangdiberikuasa

ataupersetujuantertulispasienataukeluargapasienyangberhakuntukitu.Namun

bolehtidaknyapasienmengetahuiisirekam medistergantungkesanggupanpasien

untuk mendengarinformasimengenaipenyakityang dijelaskan oleh dokteryang

merawatnya.Padasisihukum bahwatuntutan-tuntutandapatsajaterjadibiladirasakan

bagipasiensebagaipenerimapelayanankesehatantidakpuasatauadadugaan-dugaan

doktermelakukanpraktikkedokterantidakbenarataumelanggarstandarsehingga

pasiendirugikan.Tuntutan-tuntutantersebutdapatberupa:

1.Diaturdalam pasal1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdatayaitu setiap

perbuatan melanggarhukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian atau

menggantinya

2.Diaturdalam pasal1366 Kitap Undang-Undang Hukum Perdatayaitu setiap

orangbertanggungjawabtidaksajauntukkerugianyangdisebabkankarena

perbuatannya,tapijugauntukkerugianyangdisebabkankarenakelalaianatau

kuranghati-hati

3.Diaturdalam pasal1367 Undang-UndangHukum Perdatayaitubertanggung

jawabataskerugiantidaksajakarenaperbuatannyasendiritetapijugakerugian

yangtimbulatasperbauatanorang-orangyangmenjaditanggunganyaituorang

yangadadibawahpengawasannya.
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Penelitijuga melakukan pengamatan melaluiform google yang dibagikepada

masyarakatyangterdampakcovid19dandidaptkan39respondendenganhasil:

1.Dari39respondenmaka20respondenmemberikanketeranganbahwamemiliki

hubunganlangsungdenganpasiencovid19sisangayaitu19orangtidak

2.Dari39 responden 29 respondenmenyatakanbetapapentingnyainformasi

lokasipasiencovidagarmasyarakatdapatmenghindarilokasitersebut.

3.Penyebaran informasicovid 19 dapatdidapatkan pada socialmedia ini

dinyatakanoleh21respondendan7respondenmenyatakanmendapatkanya

melaluiberita

4.Dari39respondenmaka29respondenmenyatakaninformasiterkaitnama,

lokasidaninteraksipasienperludilakukanketerbukaanagarmasyarakatdapat

terhindardaripenyebarancovid19yangmassal

5.Bagimasyarakatyangtinggalpadalokasizonamerahpenyebarancovidmaka6

responden memilih untuktinggaldirumah dan menungguinformasilengkap

terkaitturunyaintensitaspenyebarancovid19

InformasiPasienCovid19merupakandatadisimpandalam rekam medisyangdapat

diberikanberdasarkanpersetujuan pasienatauundang-undang.TetapipadaUndang-

UndangKesehatanPasal57ayat(2),hakataskerahasiaanitudikecualikansalah

satunyademikepentinganmasyarakat.

Kesimpulan:

KewajibanDokterdalam merahasiakanketeranganterkaitkeaadaanmedispasien

merupakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor

269/MENKES/PER/III/2008 tentangRekam Medistetapidalam halterjadinyasuatu

wabahataupandemiccovid19makapembukaanrahasiatersebutdilakukandengan

prosedurcovidyaitudenganmengevaluasiinteraksipasienyangtelahdiSWABPositif
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danmelakukanisolasimandiribagipasiencovid19tanpagejaladanisolasimedisbagi

pasiendengangejala.
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TANGGUNGJAWABHUKUM USAHAKLINIKKESEHATANDIKOTA

TARAKANTERHADAPSEGALARESIKOUSAHA

PatrisiaFebriani

UniversitasBorneoTarakan

Abstract

ThisstudyinvestigatedthelegalliabilityofhealthclinicsinthecityofTarakanforall
businessrisksintermsoftheHealthAct,theConsumerProtectionActandtheMinister
ofHealth’sRegulationonClinics.AsoneofmanyhealthfacilitiesinIndonesia,clinicis
easilyaccessiblebythecommunity.Clinicalpatientsarenotonlyprotectedbythe
HealthActbutalsobytheConsumerProtectionAct.Clinicsasprovidersofhealth
servicesareresponsiblefortheactionsofhealthworkerstotheirpatientsbecauseof
therelationshipbetweenpatientsandclinics,whichisthattheclinicguaranteesthat
everyhealthworkerwhodoeshisworkintheclinicwilldohisbesttohealpatients.By
basingthattheimportanceoftheInformedConcentinmedicalaction,therightsof
patientsaremorerespectedandprotected.Theresultsofthestudysuggestthatclarity
ofrulesandconsistencyofpoliciesmustbeincreasedbecausetheyhaveahuge
impactonpublictrustinthegovernmentsothatresponsestohealthserviceswillbe
wellcoordinated.Doctors/healthworkersmustbemoreresponsibleformedical
actionsthatwill/havebeencarriedoutinthecontextoffulfillinghealthservicesto
patientsinordertofosteranhonestandresponsibleattitudeforallhealthworkerswho
perform healthservicesintheclinic.

Keywords:ConsumerProtectionLaw,PatientRightsandObligations,HealthClinic
Responsibilities.

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kesehatanmerupakankebutuhanyangutamabagisetiappendudukyanghidup

diduniaini,danpembangunankesehatanpadadasarnyamenyangkutbaikkesehatan

fisikmaupunmental.Keadaankesehatanseseorangakandapatberpengaruhpadasegi

kehidupansosialekonominya,maupunkelangsungankehidupansuatubangsadan

Negaradimanapundiduniaini,baikdiNegarayangsudahmajumaupundiNegarayang
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sedangberkembangsepertiIndonesia.

PenjelasanUmum atasPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNo.1Tahun

1988 Tentang MasaBaktidanPraktekDokterdanDokterGigi,disebutkanbahwa

derajat kesehatan yang optimal merupakan hak setiap warga Negara yang

perwujudannyadilaksanakanolehpemerintahdenganmengikutsertakanmasyarakat

secaraaktif.Pembangunankesehatanyangdidukungolehpembangunandibidang-

bidanglainnyasecarabertahapdanberkesinambungan.Kebijaksanaanpembangunan

setiaptahapbertumpupadapendekatanpelayanankesehatandenganmenyebarkan

secarameratatenaga-tenagakesehatan
33

.

Kesehatansebagaisalahsatuunsurkesejahteraanumum harusdiwujudkan

sesuaidengancita-citabangsaIndonesiasebagaimanadimaksuddalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik

IndonesiaNo.23Tahun1992TentangKesehatanpadahuruf(b)ditentukan,bahwa

pembangunankesehatansebagaisalahsatuupayapembangunannasionaldiarahkan

gunahidupsehatbagisetiappendudukagardapatmewujudkanderajatkesehatan

secara optimal.Halitu menunjukkan,bahwa masalah kesehatan diNegara kita

mendapatkanperhatiandanpenanganansecaraseriusolehpemerintah,yaitudengan

didirikannyasarana-saranakesehatan,tidakhanyadikota-kota,tetapijugasampaike

desa-desa
34

.

Kemajuanilmupengetahuandanteknologidibidangkesehatanmembuatpara

pengguna pelayanan kesehatan menjadisangat kritis dan menuntut pelayanan

kesehatan yang efektifdan berkualitas.Terbatasnya akses masyarakatterhadap

pelayanan kesehatan yang lengkap dan memenuhikebutuhan sepertirumah sakit

sehinggaklinikharusmampumenjadiujungtombakpelayanankesehatanyangsangat

tepatdalam menjawabkebutuhanmasyarakatataslayanankesehatansaatini.Klinik

sebagaipelayanankesehatandasarmaupunspesialistikyangmenyelenggarakanrawat

33

PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNo.1Tahun1988TentangMasaBaktidanPraktek
DokterdanDokterGigi.

34

PenjelasanUmum atasUndang-UndangRepublikIndonesiaNo.23Tahun1992Tentang
Kesehatanpadahuruf(b).
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jalandanrawatinapmerupakanmitrapemerintahdalam rangkameningkatkanderajat

kesehatan masyarakat.Haltersebutdisebabkan karena keberadaaan klinik ada

ditengahmasyarakatdantersebardipemukimanpenduduk.Untukbeberapaklinik,

berdasarkanUndang-UndangKesehatanNomor36Tahun2009tentangkesehatan,

klinik dapatberintegrasiantara pelayanan kedokteran konvensionaldan alternatif

komplimenter.
35

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahtersebutdiatasmakapermasalahanyangtimbul

adalah:

1.Apakah standarpelayanan klinikkesehatan dikota Tarakan sesuaidengan

peraturanperundang-undangan?

2.Bagaimana klasifikasitanggung jawab hukum klinik kesehatan terhadap

penerimapelayanankesehatanyangmerasadirugikan?

PEMBAHASAN

a.Apakah StandarPelayanan Klinik Kesehatan DiKota Tarakan SesuaiDengan

PeraturanPerUndang-Undangan?

PeraturanPerundang-undanganyangmengaturtentangKlinik

Secaraumum pengaturanmengenaiklinikdiIndonesiadiaturdalam Undang-

UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan,dimanaklinikdalam undang-

undangkesehataninidigolongkankedalam fasilitaspelayanankesehatan.Undang-

undangNomor29Tahun2004tentangPraktikkedokteranjugamengaturmengenai

klinik,namundalam Undang-undangPraktikKedokteraniniklinikdisebutsebagi

Sarana Pelayanan Kesehatan.Undang-undang inipengaturan mengenaisarana

pelayanankesehatanlebihdiditekankankepadakaitanantarasaranapelayanan

35

Sistem KesehatanNasional,DepartemenKesehatan,Jakarta,1982
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kesehatandengandokterdandoktergigisebagaipemberipelayanankesehatan.

PengaturansecaralebihkhususmengenaiKlinikdiaturdalam PeraturanMenteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2014 tentang Klinik.Peraturan

menteriinisudah lebih mengkhususkarena tidaklagimenyebutsecara umum

sebagaifasilitaspelayanan kesehatan atau saranapelayanan kesehatan namun

sudahsecarajelasmenyebutsebagaiklinik.Secaraumum dalam PeraturanMenteri

Kesehatan tentang Klinik inimengaturmengenai,ketentuan umum,jenis klinik,

persyaratan klinik,perizinan,penyelenggaraan,pembinaan dan pengawasan,dan

ketentuanperalihan.

Hubunganantarapasiendenganklinikyangdiletakkandalam kerangkapelayanan

kesehatanmakahubunganantarakeduanyaadalahbersifatterapeutik.Kerangka

hubunganantarapasiendenganklinikitu,telahmeletakkanhubunganhukum yang

melahirkanhakdankewajiban antarakeduanya,yaknipihakklinikberkewajiban

memberikanpelayanankesehatansecaramaksimaldanprofessionaldemiuntuk

kesembuhanpasienitusendiri.Pelaksanaankewajibanklinikuntukmemberikan

pelayanankesehatansecaraprofessional,sekaligusjugauntukmenghindaripasien

daritindakan-tindakanmedisyangdapatmengarahkemallpraktek.

Dasarhubungan hukum antara pasien dengan klinikyang diletakkan dalam

kerangkahubunganbersifatteraupetikmakahubunganhukum bersifatprivatantara

keduanya,adalahlahiratasdasarperjanjianyangmengikat.Perjanjianantarapara

pihakakanmengikatantarakeduanyaapabilatelahlahirpersetujuan.Pasal1313BW

sebagaidasarhukum utamabagihubunganperjanjianantaraparapihakdiIndonesia

menetapkanbahwasuatupersetujuanadalahsuatuperbuatandimanasatuorang

ataulebihmengikatkandiriterhadapsatuoranglainataulebih.Selanjutnya,pasal

1320BW menetapkanbahwaperjanjiantersebut,hanyasahapabilatelahmemenuhi

empatsyarat,yangmeliputi:(1).Kesepakatanmerekayangmengikatkandirinya;(2).

Kecakapanparapihak:(3).Objektertentu;(4).Suatusebabyangtidakdilarang.
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Pasal1313dan1320BW,tampaknyahanyamengaturtentanghubunganperjanjian

antaraparapihakyangbersifatumum untuksemuatransaksiyangterjadidiwilayah

hukum Indonesia.Bilamenggunakanketentuanini,untukmendeskripsikanhak-hak

keperdataanpasiendalam penggunaanlayanandiklinik,makahak-hakkeperdataan

tersebutadalah berdasarkan kepada apa yang diperjanjikan antara pihak klinik

denganpasienitusendiri.Perjanjianantaraklinikdenganpasien,sebagaimanayang

sudahdijelaskan,adalahdalam kerangkapelayanankesehatansepertiperawatan

danpengobatan,sehinggahak-hakkeperdataanpasienyangtimbuldariperjanjian

tersebut,adalahhakuntukmendapatkanpelayanankesehatanlebihbaik.

1.PerizinanPendirianKlinik

MenurutPermenkesNo.09Tahun2014TentangKlinikmenyatakanbahwa:

Pasal25

1)Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memilikiizin mendirikan dan izin

operasional.

2)Izinmendirikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanolehpemerintah

daerahkabupaten/kota

3)Izinoperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanolehpemerintah

daerahkabupaten/kotaataukepaladinaskesehatankabupaten/kota.

Pasal26

1)Untukmendapatkan izin mendirikan,penyelenggara Klinikharusmelengkapi

persyaratan:

a)Identitaslengkappemohon;

b)Salinan/fotokopipendirianbadanhukum ataubadanusaha,kecualiuntuk

kepemilikanperorangan;
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c)Salinan/fotokopiyangsahsertifikattanah,buktikepemilikanlainyang

disahkan oleh notaris,atau buktisuratkontrakminimaluntukjangka

waktu5(lima)tahun;

d)DokumenSPPLuntukKlinikrawatjalan,ataudokumenUKL-UPLuntuk

Klinikrawatinapsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan;dan

ProfilKlinikyangakandidirikanmeliputipengorganisasian,lokasi,bangunan,prasarana,

ketenagaan,peralatan,kefarmasian,laboratorium,sertapelayananyangdiberikan;

a. Persyaratanlainnyasesuaidenganperaturandaerahsetempat.

(2)Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam)bulan,dan dapat

diperpanjang paling lama 6 (enam)bulan apabila belum dapatmemenuhi

persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1).

(3)Apabilabataswaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)habisdanpemohontidak
dapatmemenuhipersyaratan,makapemohon harusmengajukan permohonan izin
mendirikanyangbarusebagaimanadimaksudpadaayat(1).
Pasal27

(1) Untuk mendapatkan izin operasional,penyelenggara Klinik harus memenuhi
persyaratanteknisdanadministrasi.

(2) Persyaratanteknismeliputipersyaratanlokasi,bangunan,prasarana,ketenagaan,
peralatan,kefarmasian,danlaboratorium sebagaimanadimaksuddalam Pasal5
sampaipasal24.

(3) Persyaratanadministrasimeliputiizinmendirikandan rekomendasidaridinas
kesehatankabupaten/kota.

(4) Izin operasionaldiberikan untuk jangka waktu 5 (lima)tahun dan dapat
diperpanjangkembaliselamamemenuhipersyaratan.

Pasal28

(1) Pemerintahdaerahkabupaten/kotaataukepaladinaskesehatankabupaten/kota
harusmengeluarkankeputusanataspermohonanizinoperasional,palinglama1
(satu)bulansejakditerimapermohonanizin.

(2) Keputusansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupapenerbitizin,
penolakanizinataupemberitahuanuntukkelengkapanberkas.

(3) Persyaratanadministrasimeliputiizinmendirikandanrekomendasidaridinas
kesehatankabupaten/kota.

Pasal29

(1)Apabiladalam permohonanizinoperasional,pemohondinyatakanmasihharus
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melengkapipersyaratansesuaiketentuanPasal29ayat(3),makaPemerintah
daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota harus
segeramemberitahukankepadapemohondalam jangkawaktu1(satu)bulan.

(2)Pemohonsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dalam jangkawaktu60(enam
puluh) harisejak pemberitahuan disampaikan,harus segera melengkapi
persyaratanyangbelum dipenuhi.

(3)Apabiladalam jangkawaktusebagaimanadimaksudpadaayat(2)pemohon
tidakdapatmemenuhipersyaratan,pemerintah daerah kabupaten/kota atau
kepala dinaskesehatan kabupaten/kota mengeluarkan suratpenolakan atas
permohonanizinoperasionaldalam jangkawaktu7(tujuh)hari.

Pasal30

(1) Perpanjanganizinoperasionalsebagaimanadimaksuddalam Pasal27ayat(4)
harusdiajukanpemohonpalinglama3(tiga)bulansebelum habismasaberlaku
izinoperasional.

(2) Dalam waktu1(satu)bulansejakpermohonanperpanjanganizinsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diterima,pemerintahdaerahkabupaten/kotaataukepala
dinaskesehatankabupaten/kotaharusmemberikeputusanberupapenerbitanizin
ataupenolakanizin.

(3) Dalam halpermohonanperpanjanganizinsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
ditolak, pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan
kabupaten/kotawajibmemberikanalasanpenolakansecaratertulis.

Berdasarkanbeberapateorihukum yangtelahdijabarkantentangperizinanklinik,

makatindakanhukum pemerintahsepertipembuatandanpenerbitankeputusanizin,

haruslah didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan atau berdasarkan asas legalitas.Penerbitan izin harus didasarkan atas

wewenangyangdiberikanolehperaturanperundang-undangan,tanpaadanyawewenang

tersebutmakapenerbitanizintersebuttidaksah.

1. StandarPelayanandanPengelolaanKlinikKesehatan

Penyelenggaraankliniktentunyatidakterlepasdarisejumlahkewajibanyangmengikat.

Kewajibanklinikdiaturdalam Pasal35diantaranya:

1. Memberikaninformasiyangbenartentangpelayananyangdiberikan;

2. Memberikan pelayanan yang efektif,aman,bermutu dan non diskriminasi
dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuaidengan standar
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profesi,standarpelayanandanstandarproseduroperasional;

3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanan tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau
mendahulukankepentinganfinansial;

4. Memperolehpersetujuanatastindakanyangakandilakukan(informedconsent);

5. Menyelenggarakanrekam medis;

6. Melaksanakansistem rujukandengantepat;

7. Menolakkeinginanpasienyangbertentangandenganstandarprofesidanetika
sertaperaturanperundang-undangan;

8. Menghormatidanmelindungihak-hakpasien;

9. Memberikaninformasiyangbenar,jelas,danjujurmengenaihakdankewajiban
pasien;

10. Melaksanakankendalimutudankendalibiayaberdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan;

11. Memilikistandarproseduroperasional;

12. Melakukanpengelolaanlimbahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undanganyangberlaku;

13. Melaksanakanfungsisosial;

14. Melaksanakanprogram pemerintahdibidangkesehatan;

15. Menyusundanmelaksanakanperaturaninternalklinik;dan

16. Memberlakukanseluruhlingkungankliniksebagaikawasantanparokok.

Pengelola klinik (termasuk tenaga kerjanya) mempunyai kewajiban untuk

memenuhinyaagartidakbermasalahsecarahukum.Kliniksebagaifasilitaspenyedia

pelayanankesehatanharusmenyediakanpelayananyangterstandarisasi.Pelayanan

kedokteranmerupakansalahsatupelayananyangdiberikanolehklinik.Pemberian

pelayanankedokterandiIndonesiadiaturdalam PeraturanMenteriKesehatanRINo.

1438tahun2011tentangStandarPelayananKedokteran.

Kebijakanyangterdapatdalam PeraturanMenteriKesehatanRINo.1438tahun
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2011tentangStandarPelayananKedokterantersebut,pemberianpelayanankedokteran

diharuskanmengacupadapedomanpraktekklinis(selanjutnyadisebutPPK)yang

ditetapkan disuatu fasilitas pelayanan kesehatan.Klinik harus segera menyusun

dokumenPPKsebagaipedomanpelayananantaralain:PedomanDiagnosisdanTerapi,

ClinicalPathways,sertaFormularium.Demistandarisasiyanglebihbaik,akanlebih

efisienbilaseluruhklinikyangadadisatuwilayahmembahasbersamaPPKtersebut

sehinggapemberianpelayanankedokterandiklinikyangadadisuatuwilayahmenjadi

semakinterstandarisir.

Untuk mencapaistandarisasipelayanan maka harus didukung dengan Standar

Pelayanan Minimal(selanjutnya disebutSPM)dan StandarProsedurOperasional

(selanjutnyadisebutSPO).Klinikharusmemilikiindikatorpelayanansebagaialatbantu

kendalimutupelayananyangdiberikankepadapasien.Untukdapatmencapaiindikator

(SPM)yangtelahditetapkan,dibutuhkanSPO sebagaioperasionalisasilangkahdan

aktivitasparapemberipelayanan.Secaraumum,dokumenSPOdapatmeliputi:1)SPO

Pelayanan,2)SPO Administrasi,3)SPO Teknis,dan 4)SPO Keselamatan dan

Keamanan.
36

Mencapaitujuanpembangunankesehatannasionaldiselenggarakanberbagaiupaya

kesehatansecaramenyeluruh,berjenjangdanterpadudanpelayanankesehatanbaik

yangdisediakanolehpemerintahmaupunswasta.PuskesmasdanKlinikmerupakan

ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Masyarakatmempunyaihakuntukmendapatkanpelayanankesehatanyangbermutu

danamanbaikpelayanankesehatanyangbersifatpromotif,preventif,kuratifmaupun

rehabilitatif.Pasal28H ayat(1)Undang-Undang DasarNegara RepublikIndonesia

Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahirdan batin,

bertempattinggal,danmendapatkanlingkunganhidupyangbaikdansehatsertaberhak

memperoleh pelayanan kesehatan.”Pasaltersebutdiatas memberikan kewajiban

kepada

36

JurnalAdministrasiKesehatanIndonesiaVolume1Nomor3,Juli-Agustus,2013
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Pemerintah untuk memenuhihak asasimanusia yaitu hak atas pemeliharaan

kesehatan (the rightto health care).Upaya pemenuhan hak atas pemeliharaan

kesehatan pada era Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasionalmengenalkan

gatekeeperconcept
37

,yangantaralainbertujuanmeningkatkankepuasanpeserta
38

denganmemberikanpelayanankesehatanyangberkualitas.

PuskesmasdanKlinikyangmerupakangatekeeperdalam memberikanpelayanan

kliniskepadamasyarakatharusdapatmenyediakanpelayananklinistingkatpertama

yangamandanbermutu.Untukdapatmenyediakanpelayanankesehatanyangaman

danbermutu,perludibakukandandikembangkansistem pelayananklinisyangminimal

darivariasiproses yang terjadiakibatkurang optimalnya pengukuran,monitoring,

pengendalian,pemeliharaan,sertapendokumentasianterhadapprosespelayananklinis

maupunmanajemenpelayanan,dantidakberjalannyaperbaikansistem pelayananyang

berkesinambungan.

OlehkarenaituperludisusunstandardaninstrumenpenilaianakreditasiKlinikdi

kota Tarakan dalam menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama kepada

masyarakat.Selainitu,prinsipdandasaryangditetapkandalam Sistem Kesehatan

Nasional2009yangmenggarisbawahisoalhakasasimanusiadanresponsifgender,

juga dipakaidalam standarakreditasiiniuntuk menjamin bahwa semua pasien

mendapatkanpelayanandaninformasiyangsebaik-baiknyasesuaidengankebutuhan

dankondisipasien,tanpamemandanggolongansosial,ekonomi,pendidikan,jenis

kelamin,ras,maupunsuku.
39

2. PelayananKesehatanyangefektifdanberkualitas

Pelayananklinisharusdiberikandenganefektifdanefisien.Padaperencanaan

nmemberikanpelayanankesehatansesuaistandarpelayananmedik38

Pasal1 butir8 Undang-Undang Nomor40 Tahun2004 Tentang Sistem JaminanSosial
Nasional;Pesertaadalahsetiaporang,termasukorangasingyangbekerjapalingsingkat6
(enam)bulandiIndonesia,yangtelahmembayariuran.
39

AmiruddinKamal,StandarAkreditasiKlinik,MARS,Jakarta,2014
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maupunpelaksanaanlayananklinisharusmenghindaripengulanganyangtidakperlu.

UntukitudiperlukanupayapendukungyangsesuaidengankemampuanKlinik,dan

dipadukansebagaihasilkajiandalam merencanakandanmelaksanakanlayananklinis

bagipasien.

DierapandemiCOVID-19,sebagaigerbangutamapasienuntukmemperoleh

pelayanankesehatan,FKTPataubiasadisebutFaskesPrimermemilikikesempatan

yanglebihluasdibandingkandenganrumahsakitrujukandalam melakukanpendekatan

denganmasyarakatataupasien,mulaidarimelakukanhimbauanakanpentingnya

menjaga kebersihan dan jaga jarak guna pencegahan akan penyebaran virus,

pemantauan gaya hidup pasien dengan penyakitkronis guna mengurangitingkat

penularan,hinggaskriningkesehatanmasyarakatyangberpotensisuspek,ODP(Orang

Dalam Pemantauan),dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan)yang saatinihanya

dibebankankeRumahSakitRujukan,RumahSakitDarurat,ataupunPoskoKedaruratan

VirusCorona.

Inisiatifklinikuntukberperansertaaktifdalam kondisiiniakanmudahterwujuddengan

adanyadukunganpemerintah,salahsatunyapenyediaanAPD,alatrapidtestdanswab,

yangsaatinisangatsulitdidapatdansangatmahalharganyajikahanyamengandalkan

upayamasing-masing.Namundalam keterbatasantersebutmasihadacarayangdapat

dilakukanuntuktetapdapatmelayaniwalaupuntanpapenggunaanAPD,yaitudengan

memberikanlayanankonsultasitanpakontakfisik.

Kondisiyangmasihsangatminim dijumpaidibeberapaklinikyangadadiKota

Tarakan.Untuk layanan konsultasiawalpasien ODP lebih banyak terjaring di

puskesmas dan bukan diklinik karena keterbatas pelaratan medis yang belum

memadaidiklinik.Sepertikeluhanbatuk/pilekditambahdemam namuntidakada

keluhansesaknafastanpariwayatkeluardaerahdankontakdenganpasienpositif,

pasiencenderungakanmelakukanperiksaawaldipuskesmas.Namunjikakondisi

pasienbatuk,pilek,demam,adariwayatdariluarkotadankontakdenganpasienpositif

makapasientersebutakanlangsungdirujukkerumahsakitdenganstatusPDP.



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

64|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

C.Bagaimana KlasifikasiTanggung Jawab Hukum Klinik Kesehatan Terhadap

PenerimaPelayananKesehatanYangMerasaDirugikan?

1.KlasifikasiBebanTanggungjawabHukum KlinikKesehatan

Pertanggungjawabandalam halpelayanankesehatanataupelayananmedisyang

manapihakpasienmerasadirugikanmakaperluuntukdiketahuisiapayangterkait

didalam tenagamedistersebut.Tenagamedisyangdimaksudadalahdokteryang

berkerjasama dengan tenaga profesionallain didalam menyelenggarakan dan

memberikanpelayananmediskepadapasien.Apabiladalam tindakanmedisterjadi

kesalahandanmengakibatkankerugianterhadappasien,makatanggungjawab

tidaklangsungkepadapihakklinik,terlebihdahuluharusmelihatapakahkesalahan

tersebutdilakukanolehdokteratautenagamedisyanglain.Setiapmasalahyang

terjadibaiksengajamaupuntidaksengajaperluditelititerlebihdahulu.Apabila

kesalahan dilakukan oleh dokter,maka klinik yang bertanggung jawab secara

umumnyadandoktersebagaipelaksanatindakanmedisdapatdikenakansanksi.

Dengandemikianpertanggungjawabandalam halpelayanankesehatanmerupakan

pertanggungjawabanyangterjadikarenaadanyaunsurkesalahanataukelalaian

yangdilakukanolehtenagakesehatanyangmerugikanpasien.Kliniksebagaipihak

yang mempekerjakantenagakesehatannyaharusikutbertanggung jawab atas

kesalahanyangdilakukanolehtenagakesehatannyatersebut.

Tanggung jawab usaha klinik kesehatan bersama terhadap kerugian usaha

tegantung pada bentuk kesatuan kerjasama yang digunakan. Bagi yang

menggunakanbentukkesatuankerjasamaPersekutuanPerdata(maatschap)telah

diadakanketentuanolehparapesertadalam persekutuanitusendiri,yaitupara

dokterhanya memasukkan tenaga atau keahliannya saja dan tidak dibebani

tanggungjawabataskerugianusaha,melainkanyangbertanggungjawabadalah

pengusahaklinik.SedangkanyangmenggunakanbentukPerseroanTerbatas,jika

terjadikerugianusahamakatanggung jawab tersebutmengacupadaUndang-

UndangNo.40tahun2007pasal3yangmenentukan,bahwapemegangsaham
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perseroantidakbertanggungjawabsecarapribadiatasperikatanyangdibuatatas

namaperseroandantidakbertanggungjawabataskerugianperseroanmelebihi

nilaisaham yangtelahdiambilnya.Saatterjadikerugianpadapihakpemakaijasa

layanan kesehatan (pasien),maka yang bertanggung jawab adalah tenaga

kesehatan(dokteryangbersangkutan),karenadidalam usahaklinikkesehatan

bersamatanggungjawabteknisdalam pelayananmedikterletakpadamasing-

masingdokterbukanpadainstitusinya.

Sistem perlindunganhukum bagipasienyangditerapkanpihakklinikadalah

bahwaklinikmenjaminperlindunganhukum bagidokteratautenagakesehatan

agartidakmenimbulkankesalahanmedikdalam menanganipasiendanbegitu

sebaliknyadenganpasienmendapatkanperlindunganhukum darisuatutanggung

jawabklinikdantenagakesehatannya.Untukmenciptakanperlindunganhukum

bagipasienmakaparapihakharusmengetahuidanmemahamihakdankewajiban

yangmelekatpadadirinyatermasukpemberijasapelayanankesehatan(klinik)agar

bertanggung jawab terhadap profesiyang diberikan kepada penerima jasa

pelayanankesehatan(pasien).Hakpasiensebagaikonsumenyangterdapatdalam

UU Perlindungan Konsumen tersebut adalah sebagai berikut:
40

hak atas

kenyamanan,keamanan,dankeselamatandalam mengkonsumsibarangdan/atau

jasa.

Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

menyebabkantimbulnyahakhukum seseoranguntukmenuntutoranglainsekaligus

hak yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi

pertanggungjawabannya.Padasaatmelakukantugasnya,kliniktidakselamanya

memberikanhasilyangdiharapkanolehsemuapihak.Adakalanyalayananyang

diberikantersebutmenimbulkanmalapetakaseperticacatpermanen,lumpuh,buta,

tuli,ataubahkanmeninggaldunia.Apabilapihakkliniktelahmelakukansegala

proses sesuaidengan standar yang berlaku maka klinik tidak seharusnya

40

Indonesia,Undang-UndangtentangPerlindunganKonsumen,UUNo.8Tahun1999,LNNo.42
Tahun1999,TLN.3821Pasal4ayat1.
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bertanggungjawab.Akantetapi,apabilakerugianpasiendisebabkanolehpihak

klinik maka klinik harus bertanggung jawab terhadap pasien tersebut.

Pertanggungjawabanmenuruthukum terdiridaribeberapajenis,yaitu:
41

a) StrictLiability

StrictLiabilityatau tanggung jawab mutlakadalah dimana unsurkesalahan

diabaikan.Prinsip inimengharuskan pihak tergugatbertanggung jawab atas

kerugianyangdideritaolehkonsumentanpaharusmembuktikanadaatautidak

kesalahanpadadirinya.Rasionalisasidariprinsipiniadalahagarpelakuusaha

benar-benarbertanggungjawabterhadapkepentingankonsumen.Undang-undang

Perlindungan konsumen tidakmemakaiprinsip tanggung jawab mutlakkarena

berdasarkanPasal28UUPKbahwapembuktianterhadapadaatautidaknyaunsur

kesalahanterhadapkerugianpasienmerupakantanggungjawabpelakuusaha.

Dengandemikian,tanggungjawabmutlaktidakberlakudalam UUPK.

b)VicariousLiability

VicariousLiabilityadalahtanggungjawabolehmajikanataskerugianpihaklain

yangditimbulkanolehkaryawannya.Prinsiptanggungjawabinidapatditerapkan

terhadap klinik dimana klinik dapatdimintakan pertanggungjawaban terhadap

kerugianyangditimbulkanolehtenagamedisnya.Semuatanggungjawabatas

pekerjaantenagamedisadalahbebantanggungjawabkliniktempatmerekabekerja.

Pertanggungjawaban atas pelayanan medis terhadap pasien maka perlu

diketahuisiapayangmenjadipihakterkaitdidalam tenagamedistersebut.Tenaga

medisyangdimaksudadalahdokteryangbekerjasamadengantenagaprofesional

laindidalam menyelenggarakandanmemberikanpelayananmediskepadapasien.

Apabila dalam tindakan medis terjadikesalahan dan mengakibatkan kerugian

terhadappasienmakatanggungjawabsecaratidaklangsungadapadapihakklinik

41

SofwanDahlan,Malpraktik&TanggungJawabKorporasi,
https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/malpraktik-tanggung-jawab-korporasi/,diunduh
pada7Desember2019
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denganterlebihdahulumelihatapakahkesalahantersebutdilakukanolehdokter

atautenagamedislain.Setiapmasalahyangterjadibaiksengajamaupuntidak

sengajaperluditelitidahulu.Apabilakesalahandilakukanolehdokter,makaklinik

yangbertanggungjawabsecaraumumnyadandoktersebagaipelaksanatindakan

medisdapatdikenakansanksi.

Setiap penerimapelayanan kesehatan yang dirugikan akibatkesalahan atau

kelalaiantenagakesehatandapatmemintagantirugisesuaidenganketentuan

peraturan perundang-undangan.Tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima

pelayanan kesehatan,perselisihan yang timbulakibatkelalaian tersebutharus

diselesaikanterlebihdahulumelaluipenyelesaiansengketadiluarpengadilansesuai

denganketentuanperaturanperundangan-undangan.

Kaitannyadengantanggungjawabklinikselakubadanusahayangbertanggung

jawabterhadapkegiatanyangdilakukanolehtenagakesehatannyasesuaidengan

Pasal58ayat(1)1UUNo.36Tahun2009tentangKesehatan,yaitu:“Setiaporang

berhak menuntutgantirugiterhadap seseorang,tenaga kesehatan dan/atau

penyelenggaraankesehatan yang menimbulkankerugianakibatkesalahanatau

kelalaiandalam pelayanankesehatanyangditerimanya.”Olehkarenaitu,apabila

klinikterbuktimelakukankesalahanterhadappasienmakaklinikharusbertanggung

jawabkepadapasien.

2. ResikoUsahayangharusdihadapiolehKlinikKesehatan

Manajemenrisikousahaklinikterintegrasimenjadi:
42

a) Menjaminbahwaklinikmenerapkansistem yangsamauntukmengelolasemua

fungsi-fungsi manajemen risikonya, seperti patient safety, kesehatan dan

keselamatankerja,keluhan,tuntutan(litigasi)klinik,litigasikaryawan,sertarisiko

keuangandanlingkungan.

b) Jika dipertimbangkan untuk melakukan perbaikan,modernisasidan clinical

42

https://www.researchgate.net/publication/298649240_MANAJEMEN_RISIKO_DI_RUMAH_SA
KIT,diunduhpadatanggal03Desember2019.
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governance,manajemenrisikomenjadikomponenkunciuntuksetiapdesainproyek

tersebut.

c) Menyatukan semua sumber informasi yang berkaitan dengan risiko dan

keselamatan,contoh:datareaktifsepertiinsidenpatientsafety,tuntutanlitigasi

klinis,keluhan,daninsidenkesehatandankeselamatankerja,dataproaktifseperti

hasildaripenilianrisiko;menggunakanpendekatanyangkonsistenuntukpelatihan,

manajemen,analisisdaninvestigasidarisemuarisikoyangpotensialdankejadian

aktual.

d) Menggunakanpendekatanyangkonsistendanmenyatukansemuapenilaianrisiko

darisemuajenisrisikodiklinikpadasetiaplevel.

e) Memadukansemuarisikokedalam program penilaianrisikodanriskregister.

f) Menggunakaninformasiyangdiperolehmelaluipenilaianrisikodaninsidenuntuk

menyusunkegiatanmendatangdanperencanaanstrategis.

Bisnisusahaklinikkesehataninimemilikiresikoyangbesar,begitujugadenganbisnis-

bisnislain,semuatindakanyangdiambilakanberesikojikatidakmengetahuiaturan

main dan tidakmempunyaikompetensidalam melakukan usahaini.Dengan cara

membacaaturandanperundanganyangada,dapatmeminimalisirresikousahayang

akandihadapi.Karenabisnisinimenyangkuttentangkeselamatanbanyakorang,maka

pemerintahmelaluiaparatakanselalumengawasidanmemintalaporandarikegiatan

bisniskliniktersebut.

3.Pembinaan,PengawasandanEvaluasi

Pembinaan,pengawasandanevaluasiyang didalam nyatermasukpenilaian

kinerjaorganisasidanpelaporanmerupakansuatufungsimanajemenyangharus

menjadipendukungkompetensiseorangdirekturklinikkesehatan.Pembinaan,

pengawasandanevaluasidiperlukanuntukmengetahuidanmenjaminkemajuan

suatuprogram ataukegiatanpelayanan,danuntukmenilaihasilakhirdarisuatu

program ataupunkegiatanpelayanan.Sedangpelaporanadalahsaranauntuk

informasidanpertanggungjawabanpelaksanaanprogram.

Direkturklinik kesehatan perlu melakukan pengawasan,pengendalian dan
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evaluasiseluruhkegiatanpelayanankesehatanyangdilakukandiklinik,namun

seringkarenaketerbatasan-keterbatasanyangadadiklinikmakauntukevaluasi

biasanyadifokuskanpadakegiatan-kegiatanyangberkaitandenganpelaksanaan

program pokok klinik.Pembinaan,pengawasan dan evaluasisebenarnya

merupakanbagiandarifungsipengawasandanberkaitaneratdenganmodul-

modullainyangmenguatkanpelaksanaansemuafungsimanajemen,mulaidari

perencanaan,pengorganisasian,penggerakandanpengawasan(controlling)itu

sendiri. Tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan setiap fungsi

manajemen tersebut sudah ditemukan penyimpangan yang segera perlu

diperbaiki/diluruskan.

Pengawasan merupakan fungsimanajemen yang berkesinambungan yang

mempunyaitujuanutamamenyediakanumpanbalikdanindikasiawaltentang

bagaimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan,perkembangan atau pencapaian

kinerjadariwaktukewaktusertapencapaianhasilyangdiharapkan.
43

Menurut

Terry, pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,

mengadakanevaluasiatasannya,danmengambiltindakan-tindakankorektifbila

diperlukanuntukmenjaminagarhasilnyasesuaidenganrencana.
44

Pengawasan

melacakkinerjayangnyataterhadapapayangdirencanakanataudiharapkan

denganmenggunakanstandaryangtelahditetapkansebelumnya.Pengawasan

meliputikegiatanpengumpulandananalisadatatentangprosesdanhasildari

pelaksanaan program atau kegiatan dan memberikan rekomendasiuntuk

melakukantindakankoreksi.Pengawasanpengendalianadalahtindaklanjutdari

pengawasan. Pengawasan sebenarnya lebih ditekankan pada kegiatan

mencermatiprosespelaksanaankegiatansertaadanyaperubahanlingkungan

organisasi.Hasilpengawasanakanmemberikanumpanbaik,apakahkegiatan

dapatberjalan semestinya,ataukah terjadiadanya penyimpangan dariyang

43

SofyanSafri,Sistem PengawasanManajemen(ManajemenControlSystem,Jakarta:Pustaka
Quantum,2004.

44

Sujamto,BeberapaPengertianDibidangPengawasan,Jakarta:GhaliaIndah,1986.
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direncanakan,ataubahkanperencanaanyangtidaktepatolehadanyaperubahan

lingkungan.Hasilpengawasandipakaisebagaidasartindakanmanajemen,mulai

daripenjaminankegiatantetappadatracknyasampaipadatindakankoreksi

dan/ataupenyesuaian.
45

Pengertianinilahyangdimaksuddenganpengendalian,

sehingga sering pengendalian tidak dapat dipisahkan atau bahkan sulit

dibedakan dengan pengawasan itu sendiri.Pengawasan dan pengendalian

adalahsebuahkesatuankegiatan,yangseringjugadisebutsebagaion-going

evaluationatauformerevaluation.

Pengendalian berbeda dengan pengawasan hanya pada kewenangan dari

pimpinanuntuklangsungmelakukanintervensiketikahasilpengawasantidak

sesuaidenganstandaryangtelahditetapkan.Jadipengendalianadalahkegiatan

pengawasanditambahdengantindakanintervensiyangdilakukanolehpimpinan

(pengendali/pelaksanapengawasan).Pengawasan,pengendaliandanevaluasi

merupakan alatmanajemen untukmemberikan informasikepada pengambil

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas program atau kegiatan.Evaluasi

bukan pengganti pengawasan dan pengendalian, demikian sebaliknya

pengawasan dan pengendalian tidak bisa menggatikan evaluasi.Data yang

dihasilkan secara sistematis pada waktu kegiatan pengawasan sangat

menentukankeberhasilanevaluasi.

Untuk mencapaidan menilaikinerja yang diharapkan,pimpinan klinik perlu

melakukanevaluasiterhadap penyelenggaraanpelayanankesehatanmaupun

program-program kesehatan. Perencanaan, pengawasan dan evaluasi

merupakankegiatanyangberkaitan.Evaluasiperludilakukanterhadapsetiap

fungsimanajemenyangdilakukan,mulaidariperencanaan,penggerakandan

pengorganisasian,sertapengawasan.Selainituevaluasijugaperludilakukan

padasetiaptahapdalam prosesmanajemen,mulaidariinput,proses,output,

outcomedandampakkegiatan/program.Tidakkalahpentingnyaevaluasijuga

45

Manullang,Dasar-DasarManajemen,Jakarta:GhaliaIndonesia,1977.
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harusdilakukanpadaakhirkegiatanuntukmenilaipencapaiantujuanatautarget

suatuprogram ataukegiatanpelayanan.Hasilevaluasiselaindigunakanuntuk

melakukan koreksiterhadap kegiatan atau program pelayanan yang sedang

berjalan,jugadigunakanuntukmelakukanperencanaanpengembanganprogram

dankegiatandiwaktumendatang.
46

Evaluasimerupakankegiatanyangterkaitdenganwaktuuntukmengkajisecara

sistematisdanobjektif,relevansi,kinerja,dankeberhasilandariprogram yang

sedangberjalanatauprogram yangtelahselesai.Evaluasidilakukansecara

selektifuntukmenjawabpertanyaanspesifik,yangakandijadikanpedomanbagi

pengambilkeputusan pimpinan,serta untuk menyediakan informasiapakah

asumsiatauteoriyangmelatarbelakangisuatuprogram adalahvalid,apakah

program berhasilatau tidak berhasil.Evaluasibiasanya bertujuan untuk

memastikanataumenilaiapakahsuatuprogram iturelevan,dirancangdengan

baik,efisien,efektif,memberidampakpositif,dandapatberkesinambungan,atau

bahkandikembangkan.
47

PENUTUP

Kesimpulan

StandarpelayananklinikkesehatandikotaTarakantelahmengacupadaperaturan

perundang-undangan tentang kesehatan, memperhatikan kemampuan SDM,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesionalisme dengan

memperhatikannormadankodeetikyangadadalam masyarakatsertakebijakan-

kebijakantentangklinikkesehatan.Khususnyapadamomentum pandemiCovid-19

sepertisaatini,klinikkesehatandiharapkanmampumenjadisalahsatualternatif

fasilitaspelayanankesehatanyangdapatdiandalkan.Namunkarenaketerbatasan

kesediaanperalatanmedisyangtersediadiklinik,sehinggaklinikhanyamampu

melakukanpemeriksaanawalkondisipasien.

46

https://www.academia.edu/10785779/STANDAR_AKREDITASI_KLINIK,diunduhpada
tanggal12Oktober2019.

47

Ibid
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Hak-hakpasienbelum diakomodirsecarakonkritdalam peraturanmenteriyang

mengaturtentangklinik,sehinggatanggungjawabyangharusnyadiembanoleh

pihak klinik,masih mengacu pada undang-undang lain sepertiUndang-Undang

PerlindunganKonsumendanUndang-UndangPraktikKedokteran.InformedConcent

yangseharusnyadianggappentingsebagaidasardalam menentukanhak-hakpasien

dibidang kesehatan,seyogyanya diaturdalam PerMesKes tentang Klinik,dalam

rangka menjamin hak kesehatan warga negara.Dengan mendasarkan bahwa

pentingnyaInformedConcentdalam tindakanmedis,hak-hakpasienlebihdihargai

dandilindungi.Dokter/tenagakesehatanjugadapatlebihbertanggungjawabatas

tindakan medisyang akan/telah dilakukan dalam rangka pemenuhan pelayanan

kesehatankepadapasien.

Saran

Penetapanstandarproseduroperasionalbagiklinikutama dan klinikpratama

dikota Tarakan harus senantiasa mempertimbangkan beberapa aspek penting

dalam kehidupanmasyarakatsesuaidenganperkembanganilmupengetahuandan

teknologi,pergeserannilaimasyarakat,aspeklegaldankodeetik,ekonomiserta

politik yang sangatmempengaruhisistem pelayanan kesehatan dimasyarakat

khususnya klinikkesehatan.Namun demikian monitoring dan evaluasiterhadap

pelayanankesehatanharustetapdilaksanakanberdasarkanUndang–UndangNo30

tahun2014tentangadministrasipemerintahan.Hasilperbaikanditindaklanjutiuntuk

perubahan standar/prosedurpelayanan klinik.Serta dilakukan pelaporan hasil

peningkatanpelayananklinikkesehatandankeselamatanpasienkepadaPimpinan

KlinikhinggaDinasKesehatansetempatyangmengeluarkanizinpendirianklinik.

Khususnyapadamomentum pandemiCovid-19sepertisaatini,klinikkesehatan

diharapkanmampumenjadisalahsatualternatiffasilitaspelayanankesehatanyang

dapatdiandalkan.Namun karena keterbatasan kesediaan peralatan medisyang

tersediadiklinik,sehinggaklinikhanyamampumelakukanpemeriksaanawalkondisi

pasien.Kejelasanaturandankonsistensikebijakanjugasangatbesardampaknya

dalam meningkatkankepercayaanmasyarakatpadapemerintahsehinggarespon
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terhadapwabahakanterkoordinasidenganbaik.Dokter/tenagakesehatanharus

lebih bertanggung jawab atastindakan medisyang akan/telah dilakukan dalam

rangkapemenuhanpelayanankesehatankepadapasien.
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EKSISTENSIPERJANJIANELEKTRONIKSEBAGAIALATBUKTIDALAM HUKUM

ACARAPERDATA

LeonardParulian

UniversitasBorneotarakan

ABSTRACT

Oneform oftheIndustrialRevolution4.0thatwecanrecognizeineverydaylifeis
electroniccommerce,namelytheuseofcommunicationnetworksandcomputerstocarryout
businessprocessesthatareagreeduponandcarriedoutbythepartiesandsetforthin
electronicagreements/contracts.Theelectronicagreement/contractiscarriedoutonthebasis
oftrustobtainedbyprovidinglegalrecognitionofelectronicwrittenform intheform ofan
electronicsignature.Ifthereisabrokenpromise/defaultbyoneofthepartiesenteringintoan
electronic agreement/contractwith electronic documentevidence signed with electronic
signatureasevidence,thenitmustbeknowncarefullythestrengthoftheevidenceofelectronic
agreementontheelectronicdocumentandthemethodofsettlingthecivildispute.
Thisstudyaimedtoexamineandanalyzethestrengthoftheevidenceofelectronicagreements
onauthenticdeedsandpatternsofsettlementofcivilcasedisputessubmittedbytheparties
withevidenceintheform ofelectronicagreements.Thestudyusedanormativejuridical
methodwithlegalandconceptualapproachesandprimaryandsecondarysourcesoflegal
material.
From theresultsofthestudyitcanbeconcludedthatthestrengthofproofofelectronic
documentssignedwithelectronicsignaturesiscontrarytothestrengthofproofofauthentic
deedsmadebyorinfrontofpublicofficialsinchargewherethedeedwasmadeorbythe
authorizedpublicofficial.Inaddition,relatedtotherecognitionofelectronicdocumentsinthe
judicialsystem,thereisavoidinprocedurallaw becauseitdoesnotregulateelectronic
documentsasevidencebutratherelectronicdocumentsintheform ofdecisionsorindictments
asappealsforcassationrequestsandreconsideration.

Keywords:ElectronicAgreement,ElectronicSignature,AuthenticDeed,Evidence

PENDAHULUAN

Indonesiamemasukierapemanfaatanteknologiinformasiuntukkepentingan

ekonomiskalabesar.HaliniditegaskanmelaluipidatokenegaraanPresidenRepublik

IndonesiaJokoWidododalam rangkaHariUlangTahunketujuhpuluhtigaProklamasi

KemerdekaanRepublikIndonesiadiGedungParlemen,Jakarta.
48

Dalam pidatotersebut

48

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180816114214-4-28906/revolusi-industri-
40-jokowi-indonesia-harus-beradaptasi,tanggalkunjung29Juli2019,(14.00).
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PresidenmenegaskanbahwaNegaraIndonesiaharussiapdanmulaiberbicaratentang

ArtificialIntelligence,InternetofThings,danberbagaikemajuanteknologiyanghampir

setiapdetikselaluberubahdanmunculyangbaru.RevolusiIndustri4.0itusendiri

berkembangdiera2000’anhinggasaatiniyangmerupakanerapenerapanteknologi

modern,antaralainteknologifiber(fibertechnology)dansistem jaringanterintegrasi

(integratednetwork),yangbekerjadisetiapaktivitasekonomidariproduksihingga

konsumsi.KagermanberpendapatbahwamanfaatdariIndustri4.0iniadalahmampu

memenuhikebutuhanpelanggansecaraindividu,prosesrekayasadanbisnismenjadi

dinamis,pengambilankeputusanmenjadilebihoptimal,melahirkanmodelbisnisbaru

dancarabarudalam mengkreasinilaitambah.
49

Denganmanfaatyangada,secara

umum ada lima tantangan besaryang akan dihadapiyaitu aspek pengetahuan,

teknologi,ekonomi,sosial,danpolitik(hukum).Gunamenjawabtantangantersebut,

diperlukan usaha yang besar,terencana dan strategis baik darisisiregulator

(Pemerintah),kalanganakademisimaupunpraktisi.
50

Padatahun1996,TheUnitedNationsCommissiononInternationalTradeLaw

(UNCITRAL)mengeluarkanModelLaw onElectronicCommerce1996danpadatahun

2001mengeluarkanModelLaw onElectronicsignature2001.Dilihatdaribentuknya

peraturan-peraturan secara internasional ini menandakan bahwa masyarakat

internasionalsangatmembutuhkan peraturan yang sesuaidengan perkembangan

teknologi terutama di bidang transaksi-transaksi perdagangan internasional.

Perkembangan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari pengaruh

perkembanganteknologi.Pengaruhtersebutdewasainisemakinnyatadenganlahirnya

e-commercesepertiyangtelahdipaparkandiatas.UNCITRALModelLaw inidibentuk

sebagaiaturandasaruntukmengaturkeabsahan,pengakuan,danakibatdaripesan-

pesanelektronik(electronicmessaging)yangdidasarkanpadapenggunaankomputer

49

http://www.vdinachrichten.com/Technik-Gesselschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-
Weg-4-industriellen-Revolution,tanggalkunjung29juli2019,(15.00).
50

Zhou,K.,TaigangL,danLifeng,Z.,Industry4.0:Towardsfutureindustrialopportunities
andchallenges,12

th

InternationalConferenceonFuzzySystem,USA,2015,h.1.
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padaperdagangan.
51

Setiap orang dapatmemberikan dan mendapatkan informasitentang segala hal,

termasuk juga informasiterhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan

menggunakan teknologiinformasiini,dariinformasitersebut,apabila seseorang

tersebuttertarikuntukmemilikisesuatuyang ditawarkanmakaakanterjadisuatu

transaksielektronik.Kedudukansederajatantaraperlindunganhukum,kehandalan,dan

keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu kepercayaan kepada

penggunanya,tanpa kepercayaan initransaksielektronik maupun perdagangan

elektronik tidak akan berkembang. Kepercayaan itu dapat diperoleh dengan

memberikanpengakuanhukum terhadaptulisanberbentukelektronik.Tandatangan

digital(DigitalSignature)adalahsuatutandatanganyangdibuatsecaraelektronikyang

berfungsisamadengantandatanganbiasapadadokumenkertasbiasa.Tandatangan

adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapatberfungsiuntuk membenarkan

perbuatanorangyangnamanyaterterapadasuatudokumenyangditandatanganinyaitu.

Dalam artilainpengakuantandatangandalam ranahhukum bahwasuatuaktabaru

dapatdikatakansebagaiaktaotentikjikasuatutulisanitumemangsengajadibuat

untukdijadikanbuktitentangsuatuperistiwayangditandatangani.
52

Berbedadengantransaksidalam dunianyatayangmempergunakankertasataupaper

basedtransaction.Setiapsuratataudokumenyangditerbitkanparapihakataumasing-

masingpihakditandatanganidengantulisantangansendiriolehyangbersangkutan

sesuaidenganketentuanPasal1874KUHPerdata.Dalam paperbasedcontract,tidak

sulit mengindetifikasi identitas penanda tangan, sehingga tidak menimbulkan

permasalahanyangrumitdalam menilaikebenarantandatanganyangtercantum pada

dokumenyangbersangkutan.
53

Tidakdemikianhalnyadalam transaksiduniamaya

melaluiinternet.Tanda tangan yang tercantum berbentuk DigitalSignature atau

51

HualaAdolf,Hukum PerdaganganInternasional,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2006,
h.168.
52

Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia,Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta,2013,h.28.
53

M YahyaHarahap,Hukum AcaraPerdataTentangGugatan,Persidangan,Penyitaan,
Pembuktian,danPutusanPengadilan,SinarGrafika,Jakarta,2017,h.637.
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electronicsignature.Yangdimaksuddengantandatanganini,bukandigitizedimageof

handwrittenataubukantandatanganataugambar,tetapiadalahdenganjalanterlebih

dahulumenciptakansuatumessagedigestatauhash,berupadokumenmathematical

summaryyangakandikirimkanmelaluicyberspace.
54

Padatahun2008,diterbitkanUndang-UndangNomor11Tahun2008tentang

InformasidanTransaksiElektronik(selanjutnyadisebutsebagaiUUITE).Berdasarkan

padaPasal18jo.Pasal7jo.Pasal11UUITEtersebutmakakekuatanpembuktian

dokumen elektronik tersebutyang ditandatanganidengan DigitalSignature sama

dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatoleh pejabatumum yang

berwenang.DipertegaslagimelaluiPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor82

Tahun2012tentangPenyelenggaraanSistem danTransaksiElektronik(PP PSTE).

AturantersebutdiatasbertentangandenganPasal1ayat(7)Undang-UndangNomor

30Tahun2004tentangJabatanNotaris(UUJabatanNotaris)yangmenyatakanbahwa

AktaNotarisadalahaktaotentikyangdibuatolehataudihadapanNotarismenurut

bentukdantatacarayangditetapkandalam Undang-Undanginisedangkanpengertian

aktaotentikberdasarkanPasal1868KUHPerdatamenyatakanbahwasuatuaktayang

didalam bentukyang ditentukan oleh Undang-Undang,dibuatoleh atau dihadapan

pegawai-pegawaiumum yangberkuasauntukituditempatdimanaaktadibuatnya.

Akibatterjadisuatu pertentangan aturan tersebut,maka apabila salah satu pihak

mengajukangugatandenganalatbuktidokumenelektronikyangditandatanganidengan

tandatanganelektroniksebagalalatbukti,makadidalam menyelesaikansengketadi

Pengadilan,Hakim dituntutuntukberanimelakukanterobosanhukum,karenadiayang

palingberkuasadalam memutuskansuatuperkaradanareaHakim jugayangdapat

memberisuatuvonnisvanderechter,yangtidaklangsungdapatdidasarkanatassuatu

peraturanhukum tertulisatautidaktertulis.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem

peradilanpertamakalidiketahuimelaluiSuratEdaranMahkamahAgung(SEMA)Nomor

14Tahun2010tentangDokumenElektroniksebagaiKelengkapanPermohonanKasasi

54

Ibid.
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dan Peninjauan Kembali.SEMA inibertujuan untuk meningkatkan efisiensidan

efektivitasprosesminutasiberkasperkarasertamenunjangpelaksanaantransparansi

danakuntabilitassertapelayananpublikpadaMahkamahAgungdanBadanPeradilan

dibawahnya.NamunSEMAinitidaklahmengaturtentangdokumenelektroniksebagai

alatbuktimelainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang

dimasukkanpadacompactdisc,flashdiscdikirim melaluiemailsebagai kelengkapan

permohonankasasidanpeninjauankembali.
55

SEMAinitelahmengalamiperubahanberdasarkanSEMA1Tahun2014tentang

Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan Permohonan Kasasidan Peninjauan Kembali.Perubahan SEMA ini

dilakukanberkaitandengansistem pemeriksaanberkasdarisistem bergiliranmenjadi

sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik.Dalam butir-butirSEMA

terdapatpenambahan detaildokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak

berperkarasecaraelektroniktapisekalilagikepentingannyabukandalam kaitannya

sebagaialatbuktielektronik.PerbedaanlainnyadenganSEMAyanglamaialahcara

penyertaandokumenmelaluifiturkomunikasidata(menuupayahukum)padadirektori

putusanMahkamahAgungkarenacaralamamelaluicompactdiscdanpengirimane-

documentmemilikisejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca,perangkat

penyimpandatahilangdanlain-lain.Simpulansingkatnya,SEMA tersebutmengakui

dokumenelektronikuntukkelengkapanPermohonanKasasidanPeninjauanKembali,

bukanuntukalatbuktipersidangandanpenyerahandokumenolehpengadilantingkat

pertamadilakukanmelaluifiturkomunikasidatadantidakmelaluiperangkatflashdisc

ataucompactdisckecualidalam keadaankhusus.
56

Disinilahterdapatkekosonganhukum acara,karenakalaudalam praktiknyaada

yangmenyerahkanmelaluicompactdiscatauflashdiscmakasesuaiSEMA1/2014

dijelaskanbahwahaltersebutmenyebabkansejumlahkendalanamunapabiladikirim

melaluie-documentjugabelum diaturtatacarapengirimannya.Tatacarapenyerahan

55

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di
-persidangan-perdata,tanggalkunjung31Juli2019,(16.00).
56

Ibid.
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menjadipentingkarenamenyangkutsahatautidaknyaHukum AcaraPerdatayang

diterapkandandalam rangkamemenuhiunsurdijaminkeutuhannyapadaPasal6UU

ITE.Dijaminkeutuhannyaberartitidakdiubah-ubahbentuknyasejakdaridokumen

elektronik tersebutdisahkan.Dalam haldokumen elektronik telah diserahkan di

persidanganmenurutketentuanPasal137HIR mengaturbahwaPihak-pihakdapat

menuntutmelihatsurat-suratketerangan lawannya dan sebaliknya,suratmana

diserahkan kepada Hakim buatkeperluan itu.Dalam menjaga asas keterbukaan

pembuktiandipersidanganmakaketentuan137HIRjugaharusdapatditerapkanpada

dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan.Untuk itu,

diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat

menampilkanataumemperlihatkandokumenelektronikdaninipuntidakdiatur.
57

Tandatangandigitalsebenarnyadapatmemberikanjaminanterhadapkeamanan

dokumendibandingkandengantandatanganbiasa.Penerimapesanelektronikyang

dibubuhitandatangandigitaldapatmemeriksaapakahpesantersebutbenar-benar

datang daripengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah

ditandatanganibaiksecarasengajaatautidaksengajadalam halsistem pembayaran

elektronik,alatbuktilainyangdapatdigunakanselaindataelektronikataudigitalberupa

DigitalSignatureuntukdapatdiklasifikasikan.
58

Hanyasaja,apakahhukum acarayang

berlakudiPengadilantelahmengaturhalini?danbagaimanaeksistensitandatangan

elektronikselamainidiIndonesia?

A. Permasalahan

Permasalahanyangdibahasdalam tulisaniniadalahkekuatanpembuktianperjanjian

elektronikpadaaktaotentikdanpenyelesaiansengketaperkaraperdatayangdiajukan

parapihakdenganalatbuktiperjanjianelektronik.

57

Ibid.
58

AbdulHalim BarkatullahdanTeguhPrasetyo,BisnisE-Commerce,PustakaPelajar,
Yogyakarta,2005,h.110.
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B. Pembahasan

1. KonsepPerjanjiandanPerjanjianElektronik

Istilahperjanjianmerupakanterjemahandarikataovereenkomst(Belanda)atau

contract(Inggris),adaduamacam teoriyangmembahastentangpengertianperjanjian,

yaituteorilamadanteoribaru.Menurutteorilama,yangdisebutperjanjianadalah

perbuatanhukum berdasarkankatasepakatuntukmenimbulkanakibathukum.Lalu,

menurutteoribaruyangdikemukakanolehVanantaraduapihakataulebihberdasarkan

katasepakatuntukmenimbulkanakibathukum.
59

MenurutR.Subektiyangdimaksuddenganperjanjianadalahsuatuperistiwadimana

sesorang berjanjikepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

melaksanakan suatu hal.
60

MenurutWirjono Prodjodikoro,yang dimaksud dengan

perjanjianadalahsuatuperhubunganhukum mengenaihartabendaantaraduapihak,

denganmanasatupihakberjanjiataudianggapberjanjiuntukmelakukansesuatuhal,

sedangpihaklainberhakmenuntutpelaksanaanjanjiitu.

MenurutPasal1313KUHPerdatamenyebutkanbahwa:“Perjanjianadalahsuatu

perbuatandenganmanasatuorangataulebihmengikatkandirinyakepadasatuorang

ataulebihlainnya”.Perjanjiandalam artisempitadalahsuatupersetujuandenganmana

duapihakatau lebih saling mengikatkan diriuntukmelaksanakan suatu halyang

bersifatkebendaan dibidang harta kekayaan.
61

Pasal1313 KUHPerdata mengatur

bahwa :“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkandirinyaterhadapsatuorangataulebihlainnya”

Dalam UUITE,pengertianperjanjian/kontrakelektronikhanyadiberikanbatasan

secara umum.Perjanjian/kontrak elektronik menurutPasal1 angka 17 UU ITE

didefinisikan sebagaiperjanjian para pihakyang dibuatmelaluiSistem Elektronik.

59

Salim HS,Hukum Kontrak:TeoridanTeknikPenyusunanKontrak,SinarGrafika,
Jakarta,h.61.
60

Subekti,AnekaPerjanjian,Intermasa,Bandung,1995,h.1.
61

AbdulkadirMuhammad,2010,Hukum PerdataIndonesia,Bandung,CitraAdityaBakti,
h.290.
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SedangkanyangdimaksuddenganSistem Elektronikadalahserangkaianperangkatdan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan,mengolah,

menganalisis,menyimpan,menampilkan,mengumumkan,mengirimkan,dan/atau

menyebarkanInformasiElektronik.InformasiElektroniksebagaimanadimaksuddiatas

adalahsatuatausekumpulandataelektronik,termasuktetapitidakterbataspada

tulisan,suara,gambar,peta,rancangan,foto,electronicdatainterchange(EDI),surat

elektronik(electronicmail),telegram,teleks,telecopyatausejenisnya,huruf,tanda,

angka,kodeakses,simbol,atauperforasiyangtelahdiolahyangmemilikiartiatau

dapatdipahamiolehorangyangmampumemahaminya.

Terkaitdengankeabsahanperjanjian/kontrakelektronikitusendiri,dalam UUITE

hanya dirumuskan secara implisit.Pasal18 ayat(1)UU ITE menyatakan bahwa

TransaksiElektronikyangdituangkankedalam KontrakElektronikmengikatparapihak.

Bilamanadianalisis,rumusanpasalinimerujukpadaargumenbahwaperjanjian/kontrak

elektronik mengikatpara pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah

undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu

perjanjian/kontrakelektroniktersebutdibuatsecarasah(menuruthukum)dantelah

dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenaldalam

KUHPerdata.

MenurutJulianDing,electroniccommercetransactionadalahtransaksidagangantara

penjualdenganpembeligunapenyediaanbarangdanjasa.Kontrakinidilakukandengan

mediaelektronik(digitalmedium)dimanaparapihaktidakhadirsecarafisik.Medium

initerdapatdidalam jaringanumum dengansistem terbukayaituinternetatauWorld

WideWeb.Transaksiiniterjaditerlepasdaribataswilayahdansyaratnasional.
62

Dilain

sisiBlack’sLawDictionarymengertikane-commercesebagaithepracticeofbuyingand

sellinggoodsandservicesontheinternet.Theshortenedform ofelectronic,has

become a popularprefix forotherterms associated with electronic transaction.

MenurutpengertiandariBlack’sLawDictionarybahwae-commerceadalahpraktekjual

62

JulianDing,E-Commerce:Law&Practice,Malaysia:Sweet&Maxwell,Asia,1999,h.
25.
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belibarangdan/ataujasadenganmenggunakaninternet.Berdasarkandefinisidiatas

dapatdisimpulkan bahwa e-commerce merupakan segala kegiatan bisnis yang

menyangkutkonsumen(consumer),manufaktur(manufacture),serviceprovider,dan

pedagangperantara(intermediaries)denganmenggunakanmediaelektronik.

2. OtentifikasiPerjanjian/KontrakElektronik

Keautentikandanintegritasdatamessagedantandatanganelektroniksangat

pentingdalam e-contract,karenadatamessageinilahyangmenjadilandasanutama

terbentuknyasuatue-contract,baikdalam hubungannyadengankesepakatanmengenai

persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (term and conditions)

ataupunyangberkaitandengansubstansikontrakitusendiri.Sejauhinitelahada

beberapa teknikyang ditawarkan dan dianggap cukup mampu untukmemberikan

jaminanbagikeautentikandanintegritassuatudatamessage.Teknikyangdimaksud

adalah teknik kriptografi(cryptography)dan tanda tangan elektronik (electronic

signature).Keduatekniktersebutselamainidianggapsebagaipilarataupenopang

perkembangane-commercedansekaligusdianggaptelahmemungkinkandokumen

elektronikuntukmemilikiposisiyangsamadengandokumen-dokumenberbasiskertas.

Dalam rangka pembuatan suatu perjanjian atau transaksielektronik yang

dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik,maka keabsahan suatu dokumen

elektroniktersebutdidalamnyajugaharusmemuatsebuahtanda-tangandalam bentuk

elektronik,halinisesuaidenganpengaturantentangunsur-unsurterpentingdalam

pembuatanakte,yangdiaturdidalam Pasal1867BW jo.Pasal1874BW,dansyarat

sahnyaperjanjianyangdiaturdidalam Pasal1320BW.Selanjutnya,ditentukanbahwa

sebuahTandaTanganElektronikmemilikikekuatanhukum danakibathukum yangsah

selamamemenuhipersyaratansebagaimanaditentukandalam Pasal11UUITE,yaitu:
63

a.Datapembuatantandatanganelektronikterkaithanyakepadaparapenanda

tangan;

63

Ibid.
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b.Data pada pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses

penandatangananelektronikhanyaberadadalam kuasapenandatangan;

c.Segalaperubahanterhadaptandatanganelektronikyangterjadisetelahwaktu

penandatanganandapatdiketahui;

d.Segala perubahan terhadap InformasiElektronik yang terkaitdengan tanda

tanganelektroniktersetbusetelahwaktupenandatanganandapatdiketahui;

e.Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa

penandatangannya;dan

f.Terdapatcara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah

memberikansuatupersetujuanterhadapinformasielektronikyangterkait.

3. TinjauanHukum AcaraPerdata

Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya dan main hakim sendiriuntuk

mempertahankanhakdankewajibansepertiyangtelahdiaturdalam hukum perdata,

melainkanharusberdasarkanapayangsudahdiaturdanditetapkandalam undang-

undang.Apabilapihakyangbersangkutantidakdapatmenyelesaikanmasalahsecara

damai,pihak tersebutdapatmeminta bantuan kepada hakim lewatpengadilan.

Penyelesaiandengancaratersebutdiaturdalam Hukum AcaraPerdata.

Hukum AcaraPerdatadigunakanuntukmenjaminterlaksananyaHukum Perdata.

Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan

kaidahhukum perdatayangadaataumelindungihakperseorangan,haliniberbeda

denganhukum perdatayanglebihmengaturtentanghakdankewajibanseseorang

terhadapyanglain.MenurutSudiknoMertokosumo,Hukum AcaraPerdataadalah :

“Peraturan hukum yang mengaturbagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum

perdatamateriildenganperantarahakim.Denganperkataanlainhukum acaraperdata

adalahperaturanhukum yangmenentukanbagaimanacaranyamenjaminpelaksanaan

hukum perdatamateriil.LebihkonkritlagidapatlahdikatakanbahwaHukum Acara

Perdatamengaturtentangbagaimanacaranyamengajukantuntutanhak,memeriksa,
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memutusnyadanpelaksanaannyadaripadaputusannya.Tuntutandalam halinitidak

lainadalahtindakanyangbertujuanmemperolehperlindunganhukum yangdiberikan

oleh pengadilanuntukmencegah‘eigenrichting’atautindakan menghakimisendiri.

Tindakanmenghakimisendirimerupakantindakanuntukmelaksanakanhakmenurut

kehendaknyasendiriyangbersifatsewenang-wenang,tanpapersetujuandaripihaklain

yangberkepentingan,sehinggaakanmenimbulkankerugian.Olehkarenaitutindakan

menghakimisendiriitutidakdibenarkandalam halkitahendakmemperjuangkanatau

melaksanakanhakkita.”

SumberHukum AcaraPerdatadalam praktikperadilanadalahsebagaiberikut:

a.HIR(HetHerzieneIndonesiaReglement)diperbaharuiS.1848No.16,S.1941No.44.

HIRseringditerjemahkanmenjadi“ReglemenIndonesiayangdiperbaharui”,yaitu

hukum acaradalam persidanganperkaraperdaramaupunpidanayangberlakudi

pulauJawadanMadura.ReglemeniniberlakudijamanHindiaBelanda,tercantum

diBeritaNegara(Staatblad)Nomor16Tahun1848.BabIXdalam HIRmengatur

Hukum AcaraPerdatayaitu tentang “PerihalMengadiliPerkara dalam Perkara

PerdatayangdiperiksaOlehPengadilanNegeri”

b.RBg (Rechtsreglementvoorde Buitengewesten),S.1927 No.227).RBg sering

diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluarJawa Madura),yaitu

hukum acara yang berlaku dipersidangan perkara perdata maupun pidana di

pengadilandiluarJawadanMadura.Ketentunhukum acaraperdataterdapatdalam

BabIIyangterdiridaritujuhtitledanPasal104sampaiPasal323,hanyatitleIVdan

VyangberlakusampaisekarangbagiLandraad(PengadilanNegeri).

c.KitabUndangUndangHukum AcaraPerdata(BurgerlijkWetboek).KUHPerdata

sebenarnyamerupakansuatuaturanhukum yangdibuatolehpemerintahHindia

Belanda yang ditujukan bagikaum golongan warga negara bukan asliEropa,

TionghoadanjugaTimurasing.NamunberdasarkanPasal2aturanperalihanUUD

1945,seluruhperaturanHindia-BelandaberlakubagiwarganegaraIndonesia(asas

konkordasi).BeberapaketentuandariBW padasaatinidiatursecaraterpisahatau

tersendiriolehbeberapaperaturanperundang-undangan.WalaupunKUHPerdata
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merupakankodifikasidarihukum perdatamateriil,namunjugamemuathukum

acaraperdataterutamadalam bukuIVtentangpembuktiandandaluwarsa(Pasal

1865-1993).Selainitujugaterdapatdalam beberapaPasalBukuImisalnyatentang

tempattinggalataudomisili(Pasal17-25),sertaBukuIIdanIII(Pasal533,535,

1244,1365).SelainituHukum AcaraPerdatajugadiaturdalam Undang-Undang

KepailitanStaatblad1906No.348danReglemententangOrganisasiKehakiman

Staatblad(ReglementopdeRechtsterlijkeOrgnisatieinhetbeleidderJustitiein

Indonesia)1847No.23yangmerupakansumberdasarpenerapandalam hukum

acaraperdatadiPengadilan.

d.SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Setempat.Pemeriksaansetempatadalahmetodehakim untukmengetahuisecara

jelasdantepatmengenaikeberadaanobjeksengketagugatansebelum Majelis

Hakim membacakanputusan.

e.Yurisprudensimerupakansumberpuladalam hukum acaraperdata.

4. PembuktianPerjanjianElektronik

Pembuktianadalahpenyajianalat-alatbuktiyangsahmenuruthukum olehpara

pihakyangbeperkarakepadahakim dalam suatupersidangan,dengantujuanuntuk

memperkuatkebenaran daliltentang fakta hukum yang menjadipokok sengketa,

sehinggahakim memperolehdasarkepastianuntukmenjatuhkankeputusan.
64

Menurut

M.Yahya Harahap,pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat

memanfaatkanhukum pembuktianuntukmendukungdanmembenarkanhubungan

hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan

hukum yang diperkarakan.Subektiberpendapatbahwa pembuktian adalah suatu

prosesbagaimanaalat-alatbuktidipergunakan,diajukanataudipertahankansesuai

64

BahtiarEffendi,MasdariTasmin,danAChodari,SuratGugatdanHukum Pembuktian
Dalam PerkaraPerdata,CitraAdityaBakti,Bandung,1999,h.50.
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hukum acarayangberlaku.
65

Transaksie-commercemenimbulkanbuktielektronikyangdapatberupainformasi

elektronikataudokumenelektronik.Prosespertukaraninformasimelaluiperangkat

elektronik (e-mail)berupa penawaran daripenjualdan penerimaan daripembeli,

menimbulkan tercapainya suatu kesepakatan (salah satu syaratdalam perikatan

sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata) melaluimedia elektronik,

sedangkan persetujuan merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan.
66

BerdasarkanketentuanpadaPasal1angka2UUITE,yangdimaksuddengantransaksi

elektronikadalahsuatuperbuatanhukum yangdilakukandanmenggunakankomputer

dan/atau media elektronik lainnya.Dalam rangka melakukan transaksielektronik

tersebut,makaparapihakakanselalumenggunakansuatudokumenelektroniksebagai

landasanbagimerekauntukmelakukanhubunganhukum.

a.Sistem Pembuktian

1)Sistem pembuktianyangmenyandarkandiripadaalatbuktisaja,yangditentukan

olehUndang-undang;

2)Suatu gugatdikabulkan hanya didasarkan pada alat-alatbuktiyang sah,

keyakinanhakim diabaikan;

3)Padapokoknyasuatugugatanyangsudahmemenuhicara-carapembuktiandan

alatbuktiyangsah,gugatanharusdikabulkan;

4)Hakim laksana robotyang menjalankan UU,namun ada baiknya system

pembuktianini,yaknihakim akanberusahamembuktikandalil-dalilgugatanatau

jawabantanpadipengaruhiolehnuraninya,sehinggabenar-benarobjektif,yaitu

menurutUndangundang;

5)Dalam sistem pembuktianpositifyangdicarikebenaranformil.

65

Subekti,Hukum Pembuktian,BalaiPustaka,Jakarta,2015,h.7.
66

RSetiawan,Pokok-PokokHukum Perikatan,BinaCipta,Bandung,1999,h.13.
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b.AlatBuktiDalam PerkaraPerdata

Alatbuktiadalahsegalasesuatuyangolehundang-undangditetapkandapatdipakai

membuktikansesuatu.Alatbuktidisampaikandalam persidanganpemeriksaanperkara

dalam tahappembuktian.Pembuktianadalahupayayangdilakukanparapihakdalam

berperkarauntukmenguatkandanmembuktikandalil-dalilyangdiajukanagardapat

meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.Yang harusdibuktikan dalam sidang

adalahsegalasesuatuyangdidalilkandisangkalataudibantaholehpihaklawan.Yang

tidakperludibuktikanadalahsegalasesuatuyangdiakui,dibenarkan,tidakdibantah

pihak lawan,segala sesuatu yang dilihatoleh hakim,dan segala sesuatu yang

merupakankebenaranyangbersifatumum.

Alatbuktiyangsahdandapatdipergunakanuntukpembuktianadalahsebagaiberikut:

1) Buktisurat

2) Buktisaksi

3) Persangkaan

4) Pengakuan

5) Sumpah

5. KonsepPenyelesaianSengketa

Penyelesaian sengketa menurutketentuan peraturan perundang-undangan di

Indonesiamengaturterdapat2(dua)jalurpenyelesaian.Jalurtersebutantaralainjalur

penyelesaianmelaluiproseslitigasidanprosesnonlitigasi.Penyelesaiansengketa

yang dilakukanmelaluiproseslitigasitundukpadaundang-undangyang mengatur

tentanglembagaperadilan.
67

Penyelesaiansengketayangdilakukandilembaga diluar

badanperadilanyangberebntuknonlitigasi,makaharustundukpadaundang-undang

67

DewiNurulMustjtari,PenyelesaianSengketadalam PraktikPerbankanSyariah,ParamaPublishing,
Yogyakarta,2012,h.220.
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yangmengaturtentangarbitrasedanalternatifpenyelesainasengketa.
68

Nonlitigasi

merupakansistem penyelesaiansengketatanpamelaluilembagayudisial(peradilan)

ataudikenaldenganarbitrasedanalternatifpenyelesaiansengketa.
69

6. TandaTanganElektronik

Didalam badanperadilandiIndonesia,dikenalsuatuhukum acarayangfungsinya

mengaturhal-halyangdiselenggarakandidalam prosesperadilan.Didalam halini,

hukum positif(hukum yangberlakusaatini)yangadaadalahHIR(HerzienInlands

Reglement) atau yang dikenaldengan sebutan RIB (Reglemen Indonesia yang

diperBaharui),yaitu undang-undang yang termuatdalam Staatsblaad 1941 No.44.

Mungkinterpikirolehawam,inilahyangseringdidengungkanolehparaahlihukum di

Indonesia,mengenaiprodukhukum Belandayangmasihberlakusampaisekarangini.

Halinibenaradanya,sebagaimanaadanyakekosonganhukum dankeberlakuandari

HIRini,jugahanyadiaturdalam UUDarurat.Kenyataaninilahyangharuskitahadapi

bersama,mengingatsebagaiproduklamamakabesarpulakemungkinandimanakita

hanyamenemuiperaturanhukum yangmengaturmengenaihal-halyangsifatnyatidak

ataubelum uptodate,apalagidalam halinikitamembicarakanmengenaikegiatan

sehubungandengane-commercedenganpenggunaanDigitalSignature,sesuatuyang

barudanbelum terpikirkanolehpembentukundang-undanginipadawaktudibuatnya.

Pengakuan dokumen yang telah ditandatanganidengan menggunakan Digital

Signature,setelahdikeluarkanUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasi

DanTransaksiElektronik,makapengakuandokumenelektronikyangditandatangani

dengantandatanganDigitalSignaturetersebut,merupakanperluasandaripembuktian

hukum acaraperdatadiIndonesia,sehinggaseluruhtransaksielektronikdengantanda

tanganelektronikdapatdianggapsebagaiakta,bahkankekuatanpembuktiannyasama

denganaktaotentikyangdibuatolehpejabatyangberwenang.Kecualiyangditentukan

68

HasbiHasan,PemikirandanPerkembanganHukum EkonomiSyariahdiDuniaIslam
Kontemporer,GramataPublishing,Depok,2011,h.133.
69

AmranSuadi,PenyelesaianSengketaEkonomiSyariahTeoridanPraktik,Kencana
PrenadaMediaGrup,Jakarta,2017,h.14.
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padaPasal5ayat(4)Undang-UndangNomor11tahun2008yaituketentuanmengenai

Informasielektronikdan/atauDokumenElektroniksebagaimanadimaksudpadaayat(1)

tidakberlakuuntuk:SuratyangmenurutUndang-Undangharusdibuatdalam bentuk

tertulisdanSuratbesertadokumennyayangmenurutUndang-Undangharusdibuat

dalam bentukaktanotarilatauaktayangdibuatolehpejabatpembuatakta.

7. PerjanjianElektronikDalam PenyelesaianSengketaPerdata

Agardapatdiklasifikasikandalam bentuktertulis,adabeberapacarayangdapat

dilakukan,salahsatunyayanglazim dilakukanadalahmembuatsuatuprintoutcopydari

pesanyangmasihberbentukelektroniktersebut.Masalahnyahanyaterletakpadatidak

adanyasatuperaturanhukum pundiIndonesiayangmengaturmengenaipengubahan

daribentukdataelektronikkebentukprintout.Yang sudahadaaturannyajustru

kebalikannyayaitudaribentuknyatatertuliskebentukdataelektronik,diaturdalam UU

DokumentasiPerusahaanpadaBabIIIPengalihanbentukDokumenPerusahaandan

LegalisasidariPasal12sampaidenganPasal16.Kenapahalinimenjadipentingdan

dikemukakan,karenabilaterjadisuatuperubahanbentukdarisuatudokumenatau

pesan,makaharusdapatdibuktikanbahwaperubahanbentuktersebuttidakmerubah

isidaridokumen/pesanyangdiubahbentuknyaitu.Konsekuensihukumnya,kekuatan

pembuktiandaribentukubahantersebutharussamasesuaikekuatanpembuktiandari

bentukasalnya.

Dalam persidangan,untukdapatmempunyaikekuatanpembuktianyangpenuh,

makaselayaknyadalam mengajukansuatufakta,pihakyangmengajukanfaktatersebut

sudahselayaknyamengajukanalatbuktiSuratAktaOtentik.SuatuDigitalSignature

sudahseharusnyamempunyaikekuatanpembuktianyangsamasebagaimanaSurat

AktaOtentik.Dalam hale-commerce,tidakadaalatbuktilainyangdapatdigunakan

selain data elektronik atau digitalyang ditransmisikan kedua belah pihak yang

melakukan perdagangan.Adapun saksi,persangkaan,pengakuan dan sumpah,

kesemuanyaituadalahtidakmungkindapatdiajukansebagaialatbuktikarenatidak

bisadidapatkandarisuatutransaksie-commerce.
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Biladokumenelektroniktersebutmempunyaidayapembuktianyangsamadengan

aktaotentik,makaUndang-UndangJabatanNotarisNomor30Tahun2004haruslah

direvisi,karenapadaPasal1ayat(7)aktanotarisadalahaktaotentikyangdibuatoleh

ataudihadapanNotarismenurutbentukdantatacarayangditetapkandalam Undang-

Undang ini.Kekuatan pembuktian daridokumen elektroniktersebuthanyalah akta

dibawahtangan,dimanabentukaktadibawahtangandibuatdalam bentukyangtanpa

perantaraatautidakperantaraatautidakdihadapanpejabatumum yangberwenang,

Mempunyaikekuatanpembuktiansepanjangparapihakmengakuinyaatautidakada

penyangkalandarisalahsatupihak.Jikasalahsatupihaktidakmengakuinya,beban

pembuktiandiserahkankepadapihakyangmenyangkalaktatersebut,danpenilaian

penyangkalanatasbuktitersebutdiserahkankepadahakim.

Jenis-jenisalatbuktidiatastidakjauhberbedadenganalatbuktidalam hukum

acaraperdatayangdiaturdalam Pasal1866KitabUndang-UndangHukum Perdata

(KUHPerdata)joPasal164H.I.R/284R.Bgakantetapidalam bunyipasaltersebuttidak

menyinggung tentang alat bukti elektronik. Namun,dalam alat bukti materil

menyinggung alatbuktielektronik tapitidak secara khususnya menyebuttentang

dokumenelektronik.Dokumenelektronikdiaturdalam Undang-UndangNo.11Tahun

2008TentangInformasiDanTransaksiElektronik.Didalam undang-undangtersebut

dokumenelektronikbesertahasilcetaknyasahsebagaialatbuktidalam hukum acara

khususnyaacaraperdataIndonesia.

8. PenyelesaianSengketaOnline

Prosesarbitrase online khususnyadalam penyelesaiansengketa e-commerce yang

dilakukanantara businesstoconsumer (B2C),pilihanhukum yangdigunakanadalah

berdasarkanhukum nasionaldarisipelakubisnis,karenakonsumenhanyamemiliki

pilihan menerima klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-

commercesamasekali(takeitorleaveit).Halinidipengaruhihukum positifyang

mengatur Internet di negara tersebut, sehingga di pengaturan mengenai e-

commerce mengikuti hukum yang mengatur tentang koneksi e-commerce dalam
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hubunganInternetnya.Dengandemikianprosesarbitraseakanmenggunakanpilihan

hukum dimanamediaInternetyangmenjalankan e-commerce berada.

Dalam Undang-undangNomor30Tahun1999Pasal4ayat(3)yangdinyatakan

bahwa:Dalam haldisepakatipenyelesaiansengketamelaluiarbitraseterjadidalam

bentuk pertukaran surat,maka pengiriman teleks,telegram,faksimili,e-mail atau

dalam bentuk sarana komunikasilainnya,wajib disertaidengan suatu catatan

penerimaanolehparapihak.

C. Penutup

Kesimpulan

a.Kekuatan pembuktian perjanjian elektronik pada akta otentik merupakan

perluasandaripembuktianhukum acaraperdatadiIndonesiasehinggaseluruh

transaksielektronikdengantandatanganelektronikdapatdianggapsebagaiakta,

bahkankekuatanpembuktiannyasamadenganaktaotentikyang dibuatoleh

pejabatyangberwenang.Jadiapabilakitahendakmengajukansuatutandatangan

elektroniksebagaisesuatuyangdi-attachpadasuatupesanuntukmenjadikannya

berkekuatan hukum yang sama dengan surat akta otentik, maka ada

permasalahanyangharusdipecahkan.Pertama,aspektertulis.Kedua,dibuatoleh

ataudihadapanpejabatnegarayangberwenangataupegawaiumum.

b.Penyelesaiansengketaperkaraperdatayangdiajukanparapihakdenganalatbukti

perjanjianelektronikdapatdilakukanmelaluiproseslitigasidannonlitigasi.Untuk

dapatmempunyaikekuatanpembuktianyang penuh,makaselayaknyadalam

mengajukansuatufakta,pihakyangmengajukanfaktatersebutsudahselayaknya

mengajukanalatbuktisurataktaotentik.Suatutandatanganelektroniksudah

seharusnyamempunyaikekuatanpembuktianyangsamasebagaimanasuratakta

otentik.
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Saran

a.Hukum Acarayangadadanberlakusekarang(hukum acarapositif)dalam halini

perlu ditinjau ulang untuk adanya kemungkinan dilakukannya suatu revisi,

mengingatadanyakebutuhanyangmendesakini.Masalahperjanjianelektronik

sudah adadidepan mata dan adanya kemungkinan munculnya suatu kasus

perselisihan/dispute. Yang perlu dilakukan dalam waktu singkat adalah

memberikansuatupemahamankepadaseluruhmasyarakatkhususnyakepada

parapelakuhukum mengenaipermasalahanpembuktianyangmungkintimbul

tersebutdanrevisihukum acarapositifsebagaitujuanjangkapanjangtentusaja

membutuhkanwaktuyangtidaksingkatkarenamembutuhkanperumusanterlebih

dulu,belum termasuktahapanpembentukanundang-undangdibadanlegislatif.

b.Dalam halperjanjianelektronik,tidakadaalatbuktilainyangdapatdigunakan

selaindataelektronikataudigitalyangditransmisikankeduabelahpihak,maka

didalam menyelesaikan sengketa dipengadilan,Hakim dituntutuntuk berani

melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam

memutuskansuatuperkaradanareaHakim jugayangdapatmemberisuatu

vonnisvanderechter,yangtidaklangsungdapatdidasarkanatassuatuperaturan

hukum tertulisatautidaktertulis.
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